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ABSTRAK 
 
EVA NOVELDA KATI, B111 11 270. Implikasi terhadap Hubungan Diplomatik 
Negara Pengirim dan Negara Penerima atas Tindakan Penanggalan Kekebalan 
(Immunity Waiver) kepada Pejabat Diplomatik suatu Negara (Study Kasus 
Penanggalan Kekebalan terhadap Pejabat Diplomatik Malaysia di Selandia Baru 
pada tahun 2014). Di bawah bimbingan S.M.Noor selaku pembimbing I dan Iin 
Karita Sakharina selaku pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
negara penerima dalam menuntut penanggalan kekebalan terhadap pejabat diplomatik 
yang melakukan pelanggaran serta implikasi terhadap hubungan diplomatik negara 
pengirim dan negara penerima atas tindakan penanggalan kekebalan (immunity 
waiver) kepada pejabat diplomatik suatu negara.  
Penelitian ini berupa kajian kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan 
Fakultas Hukum Unhas dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Hasil dari 
penelitian ini yaitu dengan merujuk pada kasus antara Selandia Baru dan Malaysia ada 
beberapa faktor yang kemudian dapat mempengaruhi negara penerima dalam 
menuntut penanggalan kekebalan terhadap diplomat yang melanggar antara lain reaksi 
yang diberikan oleh korban, adanya berbagai kritikan dan tuntutan dari berbagai pihak 
kepada pemerintah. Hubungan diantara kedua negara dalam berbagai aspek seperti 
dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan pariwisata juga tentu saja akan sangat 
mempengaruhi kedua negara dalam menyelesaikan masalah diplomatik yang terjadi. 
 Implikasi yang ditimbulkan terhadap hubungan diplomatik antara kedua 
negara dalam hal ini Malaysia dan Selandia Baru atas tindakan penanggalan 
kekebalan (immunity waiver) kepada pejabat diplomatik Malaysia justru memberikan 
dampak yang baik. Dimana dari pihak Malaysia sendiri menegaskan bahwa 
penyelesaian kasus ini telah membuktikan adanya hubungan diplomatik yang begitu 
baik diantara kedua negara.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, berpengaruh besar terhadap 
peningkatan kebutuhan sejumlah negara-negara. Keadaan itu menciptakan saling 
ketergantungan antara negara-negara. Untuk mengatasi dan mencegah 
ketergantungan antara negara-negara, maka negara yang satu, perlu mengadakan 
hubungan, kontak pergaulan dengan sesama negara lain di dalam pelbagai 
kehidupan. Dan saling membutuhkan antarbangsa/ negara tersebut, mengakibatkan 
tumbuhnya hubungan yang bersifat: tetap, jalin-menjalin, dan berkesinambungan. 
Oleh karena kebutuhan antara bangsa/ negara sangat bervariasi dan timbal balik 
sifatnya, maka kepentingan untuk menjaga, memelihara, dan mengatur hubungan- 
hubungan yang bermakna sedemikian itu, merupakan suatu kepentingan bersama.
1
 
Hubungan demikian timbul karena adanya kebutuhan yang disebabkan antara lain 
oleh pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di 
dunia.
2
 
Saling membutuhkan antara bangsa-bangsa di pelbagai lapangan kehidupan 
yang mengakibatkan timbulnya hubungan yang tetap dan terus-menerus antara 
bangsa-bangsa, mengakibatkan pula timbulnya kepentingan untuk memelihara dan 
                                                          
1
 Frans E. Likadja dan Daniel Frans Bessie, 1988, Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional, 
Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 25-26. 
2
 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, Pengantar Hukum Internasional, P.T.Alumni, 
Bandung, hlm. 12. 
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mengatur hubungan demikian. Karena kebutuhan antara bangsa-bangsa timbal 
balik sifatnya, maka kepentingan memelihara dan mengatur hubungan yang 
bermanfaat demikian merupakan suatu kepentingan bersama.
3
 Di mana dalam hal 
ini satu masyarakat internasional harus senantiasa menggunakan asas pokok 
pergaulan internasional yaitu kedaulatan, kemerdekaan, dan persamaan derajat 
internasional. 
Hubungan internasional pada masa lampau berfokus kepada kajian mengenai 
perang dan damai serta kemudian meluas untuk mempelajari perkembangan, 
perubahan dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antar negara 
atau antar bangsa dalam konteks sistem global tetapi masih bertitik berat kepada 
hubungan politik yang lazim disebut sebagai “high politics”. Sedangkan hubungan 
internasional kontemporer selain tidak lagi hanya memfokuskan perhatian dan 
kajiannya kepada hubungan politik yang berlangsung antar negara atau antar 
bangsa yang ruang lingkupnya melintasi batas-batas wilayah negara, juga telah 
mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara (non-
state actors).
4
 
Hampir semua negara pada saat ini diwakili di wilayah negara-negara asing 
oleh perutusan- perutusan diplomatik (diplomatic envoys) dan stafnya. Misi-misi 
diplomatik tersebut sifatnya permanen, meskipun dalam kenyataannya pejabat- 
pejabat yang berdinas dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Sejalan dengan 
                                                          
3
 Mochtar Kusumaatmadja, 1989, Pengantar Hukum Internasional, Binacipta, , hlm. 9. 
4
 T. May Rudy, 2003, Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global, P.T. Refika 
Aditama, Bandung, hlm. 1. 
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perkembangan yang terjadi selama ratusan tahun, lembaga perwakilan diplomatik 
telah menjadi sarana utama dengan mana dilakukan hubungan antara negara- 
negara.
5
 
Hukum Diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip- 
prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara 
yang dilakukan atas dasar pemufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip 
tersebut dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari 
kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum 
internasional.
6
 Untuk dapat mewujudkan hubungan tersebut maka suatu negara 
kemudian memerlukan suatu alat untuk dapat menjadi penghubung antar negara. 
Penghubung tersebut kemudian diwujudkan dengan membuka hubungan 
diplomatik antar negara dengan cara menempatkan perwakilan diplomatik negara 
pengirim (sending state) di negara penerima (receiving state) untuk merundingkan 
hal-hal yang merupakan kepentingan bersama, mengembangkan hubungan, 
mencegah kesalahpahaman ataupun menghindari terjadinya sengketa. Sebagai 
suatu sarana penghubung antar negara, para misi diplomatik ini kemudian 
diberikan jaminan-jaminan yang memungkinkan atau mempermudah pelaksanaan 
tugas-tugas perwakilan tersebut. Kemudahan-kemudahan ini diberikan dalam 
bentuk hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan. Pada mulanya pelaksanaan 
pemberian kekebalan diplomatik bagi para diplomat pada hakekatnya merupakan 
                                                          
5
 J.G. Starke, 1992, Pengantar Hukum Internasional 2 edisi kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 563. 
6
 Sumaryo Suryokusumo, 2013,  Hukum Diplomatik dan Konsuler, Tatanusa, Jakarta, hlm 5. 
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hasil sejarah diplomasi yang sudah lama sekali dimana pemberian semacam itu 
dianggap sebagai kebiasaan internasional. Sesuai dengan aturan- aturan kebiasaan 
dalam hukum internasional, para diplomat yang mewakili negara- negara sering 
memiliki kekebalan yang kuat dari yurisdiksi negara pengirim. Kekebalan- 
kekebalan ini sering diberikan secara jelas dalam undang-undang maupun 
peraturan negara pengirim dan kadang-kadang diberikan juga lebih banyak dari 
yang sudah ditentukan dalam hukum internasional.
7
 
Pembukaan Konvensi Wina 1961menyatakan: Tujuan hak- hak istimewa dan 
kekebalan- kekebalan tersebut bukan untuk menguntungkan orang perorangan 
tetapi untuk membantu pelaksanaan yang efisien fungsi- fungsi misi diplomatik 
sebagai wakil dari negara. Kemudian dalam Pasal 29 Konvensi Wina menyatakan: 
 “ The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable 
to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with due 
respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his 
person, freedom or dignity”.  
Yang berarti bahwa pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat, tidak 
boleh ditangkap dan ditahan. Mereka harus diperlakukan dengan penuh hormat dan 
negara penerima harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah 
serangan atas diri, kebebasan dan martabatnya.
8
 
                                                          
7
 Edy Suryono, 1992, Perkembangan Hukum Diplomatik, Mandar Maju, Bandung, hlm.20. 
8
 Lihat Pasal 29 Konvensi Wina 1961. 
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Akibat yang paling penting dari tidak boleh diganggu gugatnya seorang 
diplomat adalah haknya untuk bebas dari yurisdiksi  negara penerima sehubungan 
dengan masalah-masalah kriminal. Dapatlah dikatakan bahwa kekebalan para 
diplomat bersifat mutlak dan dalam keadaan apapun mereka tidak boleh diadili 
ataupun dihukum.
9
 Seiring berjalannya waktu, dalam prakteknya banyak 
kepentingan baik dari negara pengirim maupun dari individu diplomat itu sendiri 
yang berada dibalik suatu hubungan diplomatik. Kepentingan-kepentingan inilah 
yang kemudian dapat memicu terjadinya suatu pelanggaran oleh para diplomat 
tersebut di negara penerima. 
Sebenarnya, Pasal 9 Konvensi Wina 1961 telah mengatur adanya “persona 
non grata” . Dalam pasal ini disebutkan bahwa negara penerima setiap saat dan 
tanpa penjelasan dapat memberitahu negara pengirim bahwa kepala perwakilan 
ataupun salah seorang staf diplomatiknya adalah persona non grata dan karena itu 
harus dipanggil kembali atau mengakhiri tugasnya di perwakilan. Selanjutnya 
disebutkan juga bahwa bila negara pengirim menolak atau tidak mampu dalam 
jangka waktu yang pantas melaksanakan kewajibannya, negara penerima dapat 
menolak atau mengakui pejabat yang bersangkutan sebagai anggota perwakilan. 
Kemudian pada Pasal 32 Konvensi Wina berisikan mengenai ketentuan-ketentuan 
tentang penanggalan kekebalan (Immunity Waiver), disebutkan bahwa kekebalan 
dari kekuasaan hukum pejabat-pejabat diplomatik dan orang-orang yang menikmati 
                                                          
9
 Boer Mauna, 2011, Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika 
Global,  P.T.Alumni, Bandung, hlm. 551. 
6 
 
kekebalan seperti tersebut dalam Pasal 37 dapat ditanggalkan oleh negara pengirim 
dan harus selalu dinyatakan dengan jelas.
10
 
Dalam hal terjadinya tindak kejahatan yang cukup serius yang melibatkan 
seseorang pejabat diplomatik di negara penerima dan negara penerima tidak cukup 
untuk mengenakan deklarasi persona non grata terhadap diplomat tersebut, karena 
tindak kejahatan sangat melanggar undang-undang dan dianggap sangat merugikan 
negara penerima, maka Konvensi Wina 1961 memuat ketentuan bahwa negara 
penerima dapat meminta kepada perwakilan diplomatiknya agar kekebalan 
diplomatik pejabat diplomatik tersebut dapat ditanggalkan dengan maksud agar 
setelah ditanggalkan, pejabat diplomatik tersebut dapat diadili oleh pengadilan di 
negara penerima.
11
 
Pada tahun 2011 seorang diplomat Iran dinyatakan persona non grata oleh 
pemerintah Bahrain dan diperintahkan untuk segera meninggalkan negara tersebut  
karena keterkaitannya dengan jaringan mata-mata.
12
 Kemudian, dalam hal 
penanggalan kekebalan (immunity waiver) pada tahun 2014 seorang diplomat 
Malaysia untuk Selandia Baru ditanggalkan kekebalannya setelah melakukan 
pemerkosaan sehingga berhasil diadili di Selandia Baru.
13
 
                                                          
10
 Lihat Pasal 32 Konvensi Wina. 
11
 Sumaryo Suryokusumo, op.cit., hlm. 144. 
12Dikutip dari: http://news.detik.com/read/2011/04/26/141723/1625876/1148/bahrain-
usir-pejabat-kedutaan-iran?nd771108bcj yang diakses pada 11 November pukul 19.46 wita.  
13
 Dikutip dari: http://www.bbc.com/news/world-asia-29751651 yang diakses pada 20 februari 2015 
pukul 21.55 wita. 
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Negara penerima memiliki kewajiban-kewajiban untuk memberikan fasilitas- 
fasilitas, privilege-privilege dan imunitas-imunitas yang harus diberikan kepada 
para misi diplomatik, namun kemudian di lain pihak kemungkinan penyalahgunaan 
hal tersebut oleh anggota-anggota misi telah dapat diperkirakan sehingga 
disediakanlah cara-cara bagi negara penerima untuk menghadapi penyalahgunaan 
tersebut dalam Konvensi Wina 1961. 
Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa pelanggaran-pelanggaran yang 
dilakukan oleh para diplomat dapat disikapi dengan cara yang berbeda oleh negara 
dimana mereka ditempatkan, yang tentu saja dalam hal ini ada faktor-faktor yang 
kemudian mempengaruhi negara penerima dalam menyikapi pelanggaran- 
pelanggaran yang dilakukan tersebut. Dalam konvensi Wina 1961 juga telah 
diuraikan upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh negara penerima untuk meminta 
pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut. Dari upaya-upaya itu dapat dilihat 
bahwa penanggalan kekebalan (immunity waiver) merupakan reaksi yang paling 
keras dari negara penerima. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa perlu untuk meneliti faktor-
faktor yang mempengaruhi sebuah negara untuk meminta penanggalan kekebalan 
terhadap pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran serta bagaimana 
implikasi yang kemudian ditimbulkan terhadap hubungan diplomatik kedua negara 
dengan mengkaji secara spesifik kasus penanggalan kekebalan terhadap pejabat 
diplomatik Malaysia di Selandia Baru pada tahun 2014 dengan mengangkat  judul 
proposal “IMPLIKASI TERHADAP HUBUNGAN DIPLOMATIK NEGARA 
8 
 
PENGIRIM DAN NEGARA PENERIMA ATAS TINDAKAN 
PENANGGALAN KEKEBALAN (IMMUNITY WAIVER) KEPADA 
PEJABAT DIPLOMATIK SUATU NEGARA”. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi negara penerima dalam menuntut 
penanggalan hak kekebalan terhadap pejabat diplomatik yang melakukan 
pelanggaran? 
2. Bagaimana implikasi terhadap hubungan diplomatik negara pengirim dan 
negara penerima atas tindakan penanggalan hak kekebalan (immunity waiver) 
kepada pejabat diplomatik suatu negara? 
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C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi negara penerima dalam 
menuntut penanggalan kekebalan terhadap pejabat diplomatik yang melakukan 
pelanggaran. 
2. Untuk mengetahui implikasi terhadap hubungan diplomatik negara pengirim 
dan negara penerima atas tindakan penanggalan kekebalan (immunity waiver) 
kepada pejabat diplomatik suatu negara. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi tentang hukum diplomatik bagi semua 
pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan hukum internasional. 
2. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi sebuah negara untuk meminta penanggalan kekebalan serta 
implikasi terhadap hubungan diplomatik negara pengirim dan negara penerima 
atas tindakan penanggalan kekebalan (immunity waiver). 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Hukum Diplomatik 
1. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Hukum Diplomatik 
a. Pengertian Hukum Diplomatik 
Hukum Diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau 
prinsip- prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik 
antar negara yang dilakukan atas dasar pemufakatan bersama dan 
ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan di dalam instrumen- 
instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan 
internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional.
14
 
Sementara itu, menurut Jan Osmanczyk,  Hukum Diplomatik 
merupakan cabang dari hukum kebiasaan internasional yang terdiri dari 
seperangkat aturan-aturan atau norma-norma hukum yang menetapkan 
kedudukan dan fungsi para diplomat, termasuk bentuk-bentuk organisasi 
dari dinas diplomatik.
15
  
Kemudian menurut Syahmin A.K., pengertian Hukum Diplomatik pada 
hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional 
yang mengatur hubungan diplomatik antarnegara yang dilakukan atas 
dasar prinsip persetujuan bersama secara timbal balik (reciprocity 
                                                          
14
Sumaryo Suryokusumo, op.cit., hlm. 5 
15
 Syahmin Ak, 2008, Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis, PT. Rajagrafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 8. 
11 
 
principles), dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dimuat dalam 
instrumen-instrumen hukum baik berupa piagam, statuta, maupun 
konvensi-konvensi sebagai hasil kodifikasi hukum kebiasaan internasional 
dan pengembangan kemajuan hukum internasional secara progresif.
16
 
Dapat disimpulkan bahwa Hukum Diplomatik dibangun atas dasar 
pemufakatan bersama yang dilandasi adanya prinsip persetujuan bersama 
secara timbal balik oleh negara-negara dalam melakukan suatu hubungan 
diplomatik. 
b. Sejarah Perkembangan Hukum Diplomatik 
Pesatnya perkembangan teknologi KIE (Kominikasi, Informasi, dan 
Edukasi) dewasa ini, telah memacu semakin intensifnya interaksi antar 
negara dan antar bangsa di dunia. Meningkatnya intensitas interaksi 
tersebut telah memengaruhi potensi kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan 
budaya kita dengan pihak luar, baik itu dilakukan oleh pemerintah (pusat 
dan daerah). Organisasi nonpemerintah, swasta, dan perorangan sebagai 
aktor baru dalam hubungan luar negeri. Kenyataan ini menuntut 
tersedianya suatu perangkat ketentuan untuk mengatur interaksi tersebut 
selain ditujukan untuk melindungi kepentingan negara dan warga 
negaranya.
17
 Sampai pada tahun 1815 ketentuan-ketentuan yang bertalian 
dengan hubungan diplomatik berasal dari hukum kebiasaan. Pada Kongres 
                                                          
16
 Ibid, hal. 11. 
17
Ibid, hlm. 13. 
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Wina 1815 raja-raja yang ikut dalam konferensi sepakat untuk 
mengkodifikasikan hukum kebiasaan tersebut menjadi hukum tertulis.
18
 
Meskipun tidak banyak yang dicapai, namun Kongres Wina 1815 telah 
dapat meletakkan dasar dalam diplomasi modern seperti penggolongan 
kepala perwakilan diplomatik.
19
 Penggolongan pangkat diplomatik yang 
telah disetujui dalam Kongres Wina 1815 yang kemudian mengalami 
perubahan dengan disetujuinya suatu protokol Aix-la-Chapelle tahun 1818 
kenyataannya tidaklah menambah aturan-aturan yang sudah ada.
20
 
Untuk melakukan kodifikasi prinsip-prinsip hukum diplomatik 
selanjutnya telah dilakukan pada tahun 1927 tatkala Liga Bangsa Bangsa 
membentuk suatu Komite Ahli yang bertugas untuk membahas kodifikasi 
kemajuan hukum internasional termasuk hukum diplomatik. Kemudian 
Komite Ahli telah melaporkan kepada Dewan Liga Bangsa Bangsa tentang 
perlunya masalah yang berkaitan dengan hukum diplomatik yang meliputi 
berbagai aspek dalam pergaulan diplomatik antar negara diatur secara 
internasional. Namun kemudian, Dewan tidak dapat menerima 
rekomendasi yang diajukan oleh komite ahli tersebut.
21
 Alasannya yaitu 
belum waktunya untuk merumuskan kesepakatan global mengenai hak- 
hak istimewa dan kekebalan diplomatik yang cukup kompleks. Karena itu, 
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Boer Mauna, op.cit., hlm. 512 
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 Sumaryo Suryokusumo, 1995, Hukum Diplomatik Teori dan Kasus, Alumni, Bandung, hlm. 8. 
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 Ibid. 
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memutuskan untuk tidak memasukkan masalah tersebut dalam agenda 
Konferensi Den Haag yang diselenggarakan pada tahun 1930 untuk 
kodifikasi hukum internasional.
22
 Di lain pihak, Konferensi Keenam 
Negara-negara Amerika yang diadakan di Havana tahun 1928 justru telah 
membahas masalah yang berkaitan dengan hukum diplomatik sebagai 
masalah penting. Konferensi Havana kemudian telah menyetujui dua 
konvensi, pertama, “Convention on Diplomatic Officer”, dan yang kedua, 
“Convention on Consular Agents”. Dengan demikian, Konferensi Havana 
itu dianggap bukan saja telah ikut merintis tetapi juga telah berhasil dalam 
mengadakan usaha-usaha pendahuluan yang sangat penting dalam rangka 
kodifikasi hukum diplomatik.
23
 Setelah PBB didirikan pada tahun 1945, 
dua tahun kemudian yaitu pada tahun 1947 dibentuklah Komisi Hukum 
Internasional oleh Majelis Umum PBB yang kemudian menetapkan 14 
topik pembahasan yang didalamnya juga termasuk topik hubungan 
diplomatik dan kekebalan-kekebalan. Namun, pembahasan mengenai 
hubungan diplomatik tidak mendapat prioritas. Selanjutnya karena 
seringnya terjadi insiden diplomatik sebagai akibat perang dingin dan 
dilanggarnya ketentuan-ketentuan tentang hubungan diplomatik, atas usul 
delegasi Yugoslavia, Majelis Umum PBB pada tahun 1952 menerima 
resolusi yang meminta Komisi Hukum Internasional memberikan prioritas 
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 Boer Mauna, op.cit., hlm. 513. 
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untuk melakukan kodifikasi mengenai hubungan dan kekebalan 
diplomatik. Selanjutnya pada tahun 1954 Komisi mulai membahas 
masalah-masalah hubungan dan kekebalan diplomatik dan sebelum akhir 
1959 Majelis Umum melalui resolusi 1450 (XIV) memutuskan untuk 
menyelenggarakan suatu Konferensi Internasional untuk membahas 
masalah-masalah dan kekebalan-kekebalan diplomatik. Konferensi 
tersebut dengan nama The United Nations Conference on Diplomatic 
Intercourse and Immunities mengadakan sidangnya di Wina dari tanggal 2 
Maret sampai 14 April 1961. Konferensi tersebut menghasilkan instrumen- 
instrumen: Vienna Convention on Diplomatic Relations, Optional Protocol 
Concerning Acquisition of Nationality, dan Optional Protocol Concerning 
the Compulsory Settlement of Disputes. Di antara ketiga instrumen tersebut 
Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (Convention on Diplomatic 
Relations), 18 April 1961 merupakan yang terpenting. Konvensi itu 
diterima oleh 72 negara, tidak ada yang menolak dan 1 negara abstein. 
Pada tanggal 18 April 1961 wakil dari 75 negara menandatangani 
Konvensi tersebut, yang terdiri dari Mukadimah, 53 Pasal, dan 2 Protokol. 
Tiga tahun kemudian tanggal 24 April 1964 Konvensi tersebut melalui 
berlaku. Sekarang hampir seluruh negara di dunia telah meratifikasi 
Konvensi tersebut termasuk Indonesia yang meratifikasinya dengan 
Undang-undang No.1 tahun 1982 pada tanggal 25 Januari 1982.
24
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 Boer Mauna, op.cit., hlm. 513-514. 
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Selanjutnya Konvensi Wina tersebut dilengkapi dengan Konvensi 
mengenai Misi-misi Khusus (Convention on Special Missions) yang 
diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 8 Desember 1969. 
Konvensi mengenai Misi-misi Khusus ini telah diratifikasi Indonesia 
dengan Undang- undang No. 2 tahun 1982 pada tanggal 25 Januari 1982.
25
  
Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik sekarang ini telah 
menjadi konvensi universal karena hampir seluruh negara di dunia telah 
menjadi pihak pada instrumen tersebut.
26
     
2. Sumber Hukum Diplomatik 
Berbicara tentang sumber hukum diplomatik, sama sekali tidak dapat 
dilepaskan dari sumber hukum internasional publik, lagi pula hukum 
diplomatik itu pada hakikatnya merupakan bagian dari hukum internasional 
yang paling mapan. Ini berarti bahwa membahas sumber hukum diplomatik 
tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 38 ayat (1) Statuta ICJ yang telah 
diakui oleh para ahli hukum internasional dalam arti formal yang berbunyi 
sebagai berikut:
27
 
Bagi Mahkamah Internasional yang fungsinya memutuskan perkara- 
perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan hukum internasional, akan 
menerapkan: 
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1. Perjanjian- perjanjian internasional, baik yang umum maupun khusus, 
yang secara tegas mengatur dan diakui oleh negara- negara pihak; 
2. Kebiasaan internasional yang terbukti merupakan praktik umum yang 
diterima sebagai hukum; 
3. Prinsip- prinsip hukum Umum yang diakui oleh bangsa- bangsa 
beradab; dan 
4. Sesuai ketentuan- ketentuan Pasal 59, keputusan- keputusan pengadilan 
dan ajaran para ahli hukum ternama dari berbagai bangsa, sebagai 
sumber tambahan untuk menetapkan kaidah hukum. 
Perjanjian internasional merupakan perjanjian yang diadakan antara 
anggota masyarakat banngsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan 
akibat hukum tertentu, perjanjian itu harus diadakan oleh subjek hukum 
internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional.
28
 Dalam 
hubungannya dengan sumber hukum dalam artian perjanjian-perjanjian 
internasional, baik yang umum maupun khusus, maka sumber hukum khusus 
dalam bidang hubungan diplomatik antara lain: 
1. The Final Act of the Congress of Vienna (1815) on diplomatic ranks; 
2. Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocols 
(1961), beserta: 
a. Vienna Convention on Diplomatic Relations; 
b. Optional Protocol Concerning Acquisition of nationality; dan 
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c. Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of 
Disputes. 
3. Convention on Special Mission and Optional Protocol (1969) beserta: 
a. Convention on Special Mission; 
b. Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of 
Disputes. 
4. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against 
Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents 
(1973). 
Konvensi (Convention) adalah bentuk perjanjian internasional yang 
mengatur hal-hal yang penting dan resmi yang bersifat multilateral. Konvensi 
biasanya bersifat “Law Making Treaty” dengan pengertian yang meletakkan 
kaidah- kaidah hukum bagi masyarakat internasional.
29
  
Mengenai kebiasaan internasional (international Custom) sendiri 
sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 38 ayat (1)(b) Statuta ICJ, dianggap 
sebagai kenyataan dari praktik-praktik umum yang diterima sebagai hukum.
30
 
Di samping kebiasaan dan perjanjian yang keduanya dapat merupakan sumber 
utama hukum diplomatik, masih ada sumber lainnya yang bersifat subsider, 
seperti prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara dan 
keputusan pengadilan. Khusus mengenai keputusan pengadilan ini pada 
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hakikatnya tidak mempunyai kekuatan yang mengikat, kecuali bagi pihak- 
pihak yang bersangkutan.
31
 Kemudian perlu ditambahkan di sini bahwa 
pendapat para ahli hukum ternama dari berbagai bangsa yang diterima menjadi 
anggota Komisi Hukum Internasional bertambah wibawanya sebagai sumber 
subsider apabila ia bertindak di dalam fungsinya secara langsung berkaitan 
dengan suatu persoalan hukum internasional yang dicari penyelesaiannya. 
Dalam hal ini tidak dapat pula diabaikan usaha-usaha para pakar hukum 
internasional terkemuka di bidang kodifikasi dan pengembangan hukum 
internasional yang dilakukan di bawah naungan Organisasi Non-Pemerintah 
(Non- Government Organization= NGO’s) seperti ILA (International Law 
Association), dan ICRC (International Committee of Red Cross), dan lain 
sebagainya.
32
 
 
B. Pengertian Diplomasi 
Menurut Sumaryo Suryokusumo, Diplomasi adalah kegiatan politik 
dan merupakan bagian dari kegiatan internasional yang saling berpengaruh 
dan kompleks, dengan melibatkan pemerintah dan organisasi internasional 
untuk mencapai tujuan-tujuannya, melalui perwakilan diplomatik atau organ- 
organ lainnya. Diplomasi merupakan pengetahuan dan seni yang bersifat 
individual dan sosial. Diplomasi berbicara tentang sejarah, sistem, dan filsafat 
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politik, kebudayaan kepentingan ekonomi, dan nilai-nilai etis dari anggota 
masyarakat dunia.
33
 Selain itu, tugas utama diplomasi adalah dapat memahami 
dan bertindak dengan cepat dan cermat dalam memperjuangkan kepentingan 
negaranya, khususnya di negara dimana ia ditempatkan. 
34
Diplomasi berusaha 
menciptakan kesesuaian dan mendamaikan perbedaan-perbedaan dengan 
melakukan mediasi dan negosiasi antarnegara dengan baik dan cerdik.
35
 Tentu 
yang diharapkan adalah berlangsungnya pola-pola kerjasama. Jadi masalahnya 
adalah bagaimana memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan 
kerjasama yang berlangsung secara adil dan saling menguntungkan, 
bagaimana mencegah dan menghindari konflik, serta bagaimana mengubah 
kondisi-kondisi persaingan (kompetisi) dan pertentangan (konflik) menjadi 
kerjasama.
36
 
Pada akhirnya yang terpenting adalah bagaimana caranya agar 
diplomasi yang dicita-citakan itu dapat mencapai sasarannya yang jelas 
dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, yang oleh Dahlan Nasution ada 
sembilan peraturan yang perlu ditaati, yaitu sebagai berikut: 
1. Diplomasi harus didasarkan kepada semangat berjuang yang tinggi; 
2. Tujuan-tujuan politik luar negeri haruslah didasarkan kepada 
kepentingan nasional dan perlu didukung oleh kekuatan yang memadai; 
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3. Diplomasi harus memandang pentas politik itu dari sudut pandang 
bangsa-bangsa lain; 
4. Bangsa-bangsa harus bersedia melakukan kompromi terhadap setiap 
issues yang dapat dianggap tidak vital bagi mereka; 
5. Lepaskanlah bayangan dari hak-hak yang tidak berharga untuk keperluan 
keuntungan yang nyata, yaitu dimaksudkan agar setiap cara yang 
dilaksanakan itu mampu memberikan keuntungan yang realistik; 
6. Janganlah sekali-kali menempatkan dirimu dalam posisi dari mana kamu 
tidak dapat mundur tanpa kehilangan muka dan dari mana kamu tidak 
dapat maju tanpa resiko-resiko yang berat; 
7. Janganlah sekali-kali membiarkan sekutu yang lemah membuat 
keputusan- keputusan untuk kamu; 
8. Angkatan bersenjata adalah instrumen dari politik luar negeri, bukan 
tuannya; 
9. Pemerintah merupakan pimpinan dari pendapat umum dan bukan 
merupakan budaknya. 
Jelaslah kiranya bahwa diplomasi merupakan sarana yang terbaik bagi 
peningkatan persahabatan antar negara, yang dapat ditawarkan oleh suatu 
masyarakat internasional.
37
 
 
 
                                                          
37
 Syahmin AK, 1988, Hukum Diplomatik Suatu Pengantar, C.V. Armico, Bandung, hlm. 37-38. 
21 
 
C. Konvensi yang Mengatur Hubungan Diplomatik 
Pada tanggal 2 Maret sampai 14 April 1961, Konferensi PBB tentang 
Hubungan Diplomatik dan kekebalannya diadakan di Wina. Konferensi ini 
dihadiri oleh delegasi dari 81 negara, 75 diantaranya adalah anggota-anggota 
PBB dan enam lagi adalah delegasi dari badan-badan yang berhubungan dengan 
Mahkamah Internasional. Konferensi mengambil suatu konvensi yang berjudul 
“Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik”, yang terdiri dari lima puluh 
artikel dan menyangkut hampir semua aspek-aspek yang menyangkut hubungan 
diplomatik permanen antara berbagai negara.
38
 Ada dua optional protokol yang 
menyertai konvensi tersebut, yaitu optional protokol mengenai perolehan 
kewarganegaraan dan optional protokol mengenai penyelesaian memaksa atas 
perselisihan. 
Pasal 1-19 Konvensi Wina 1961 menyangkut pembentukan misi-misi 
diplomatik, hak dan cara-cara pengangkatan serta penyerahan surat-surat 
kepercayaan dari kepala perwakilan diplomatik (Duta Besar). Pasal 20-28 khusus 
mengenai kekebalan dan keistimewaan bagi misi-misi diplomatik termasuk 
pembebasan berbagai pajak. Pasal 29-36 adalah mengenai kekebalan dan 
keistimewaan yang diberikan kepada para diplomat dan staf lain. Pasal 37-47 
juga menyangkut kekebalan dan keistimewaan bagi para anggota keluarga para 
diplomat dan staf pelayanan yang bekerja pada mereka. Pasal 48-53 berisi 
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berbagai ketentuan mengenai penandatanganan Axesi, ratifikasi dan mulai 
berlakunya konvensi tersebut.
39
   
Final Act pada konferensi 19 itu ditandatangani pada tanggal 18 April 1961 
oleh perwakilan dari 75 negara. Protokol Opsional dan Konvensi masih terbuka 
untuk ditandatangani sampai tanggal 31 Oktober 1961 di Kementerian Luar 
Negeri Austria dan berikutnya sampai 31 Maret di Markas Besar PBB. Konvensi 
dan kedua Protokol Opsional diberlakukan tanggal 24 April 1964. Pada tanggal 
31 Desember 1979, 130 negara mengakui Konvensi Wina tentang Hubungan 
Diplomatik.
40
 
D. Kekebalan dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik 
Menurut Oppenheim bahwa kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang 
menyangkut keselamatan dan hak untuk tidak diganggu gugat harus diberikan 
walaupun ia belum diterima secara resmi, karena kedudukannya sebagai Duta 
Besar dianggap sudah mulai berlaku sejak ia memperoleh surat-surat kepercayaan 
dari pemerintahnya. Pendapat ini dapat dibenarkan karena tidak saja pemerintah 
yang akan menerima telah memberikan persetujuan kepadanya sebagi Duta Besar 
di negara tersebut, tetapi juga Kedutaan Besar negara tersebut di negara pengirim 
telah memberikan visa diplomatik kepadanya untuk masuk ke dalam wilayah 
jurisdiksi negara yang akan menerima, ditambah pula bahwa kedatangan pertama 
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para diplomat ke negara yang akan menerima selalu diberitahukan segera kepada 
Kementerian Luar Negerinya.
41
 
Terdapat 3 teori mengenai dasar pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan 
diplomatik di luar negeri. Teori yang pertama disebut Teori Eksteritorialitas, 
menurut teori ini seorang pejabat diplomatik dianggap seolah-olah tidak 
meninggalkan negerinya, berada di luar wilayah akreditasi, walaupun sebenarnya 
ia berada di luar negeri dan melaksanakan tugas-tugasnya di sana. Demikian juga 
halnya gedung perwakilan, jadi pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan- 
kekebalan itu disebabkan faktor eksteritorialitas tersebut. Oleh karena seorang 
diplomat itu dianggap tetap berada di negerinya maka ketentuan-ketentuan negara 
penerima tidak berlaku kepadanya. Dalam prakteknya teori ini mendapat kritikan 
dari banyak pihak karena dianggap tidak realis. Teori kedua adalah Teori 
Representatif dari pejabat diplomatik itu sendiri. Baik pejabat diplomatik maupun 
perwakilan diplomatik mewakili negara pengirim dan kepala negaranya. Dalam 
kapasitas itulah pejabat dan perwakilan diplomatik asing menikmati hak-hak 
istimewa dan kekebalan-kekebalan di negara penerima. Memberikan hak-hak 
istimewa dan kekebalan-kekebalan kepada pejabat- pejabat diplomatik asing juga 
berarti bahwa negara penerima menghormati negara pengirim, kebesaran, 
kedaulatan, serta kepala negaranya. Tetapi seperti halnya dengan teori 
eksteritorialitas, pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan ini tidak mempunyai 
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batas yang jelas dan menimbulkan kebingungan hukum. Teori ketiga disebut Teori 
Kebutuhan Fungsional. Menurut teori ini, hak-hak istimewa dan kekebalan- 
kekebalan diplomatik dan misi diplomatik hanya didasarkan atas kebutuhan- 
kebutuhan fungsional agar para pejabat diplomatik tersebut dapat melaksanakan 
tugasnya dengan baik dan lancar. Dengan memberikan tekanan pada kepentingan 
fungsi terbuka jalan bagi pembatasan hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan 
sehingga dapat diciptakan keseimbangan antara kebutuhan negara pengirim dan 
hak- hak negara penerima. Teori ini kemudian didukung oleh Konvensi Wina 
1961. Pembukaan konvensi tersebut dengan jelas menyatakan: Tujuan hak-hak 
istimewa dan kekebalan- kekebalan tersebut bukan untuk menguntungkan orang 
perseorangan tetapi untuk membantu pelaksanaan yang efisien fungsi-fungsi misi 
diplomatik sebagai wakil dari negaranya. Sehingga jelas bahwa dasar pemberian 
semua kemudahan, hak- hak istimewa, dan kekebalan- kekebalan yang diberikan 
kepada pejabat diplomatik asing di suatu negara adalah untuk memperlancar atau 
memudahkan pelaksanaan kegiatan- kegiatan para pejabat diplomatik dan bukan 
atas pertimbangan- pertimbangan lain.
42
 Indonesia sebagai masyarakat 
internasional mendukung kebenaran teori kebutuhan fungsional, hal tersebut 
tampak jelas dalam UU No. 1 Tahun 1982 tentang Ratifikasi Konvensi Wina 
Tahun 1961 dan Tahun 1963 yang mencantumkan bahwa, hak istimewa da 
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kekebalan tersebut diberikan hanya untuk menjamin pelaksanaan fungsi 
perwakilan.
43
 
Beberapa hak istimewa (privileges) dan kekebalan (immunity) yang diberikan 
kepada para diplomat yang tidak diberikan kepada warga negara biasa yang 
didasarkan untuk menjamin keefisienan pelaksanaan fungsi-fungsi misi 
diplomatik dan bahwa suatu misi diplomatik melambangkan negara pengirimnya. 
Kekebalan dan keistimewaan itu dinikmati tidak saja oleh kepala- kepala 
perwakilan termasuk para staf perwakilan lainnya, tetapi juga para keluarganya 
yang tinggal bersama mereka. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik juga mulai 
diperluas terhadap gedung perwakilan, segala miliknya termasuk bebas 
berkomunikasi bagi para diplomatnya.
44
 
1. Kekebalan dan Keistimewaan Diri Pribadi 
Kekebalan para pejabatdiplomatik adalah kebebasan dari penangkapan 
atau penahanan. Kebebasan ini adalah merupakan jaminan bagi seorang 
pejabat diplomatik dalam melakukan fungsinya. Setiap penekanan secara 
langsung terhadap seorang diplomat yang mewakili negaranya dapat 
dianggap sebagai ditujukan langsung terhadap negara yang diwakilinya, 
namun seorang diplomat diwajibkan pula untuk tetap menghormati 
peraturan-peraturan dan/ atau undang- undang dari negara penerima. Hal 
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ini secara tegas dijanjikan oleh Pasal 9 Konvensi Wina 1961, yang 
menyebutkan: 
“… to respect the laws and regulations of the receiving state” 
Disamping itu mereka juga diwajibkan untuk tidak mencampuri urusan 
dalam negeri negara penerima.
45
 
 Pasal 29 Konvensi Wina 1961 menyatakan “ The person of a 
diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of 
arrest or detention. The receiving state shall treat him with due respect 
and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, 
freedom or dignity”.  
Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa pejabat diplomatik adalah 
inviolable yang artinya ia tidak dapat ditangkap atau ditahan. Juga 
dikatakan bahwa seorang pejabat diplomatik mempunyai hak untuk 
mendapatkan perlindungan dari negara penerima, dengan adanya 
pengambilan langkah yang dianggap perlu oleh negara penerima untuk 
mencegah setiap serangan terhadap kehormatan, kebebasan dan diri 
pribadi seorang wakil diplomatik tersebut.  
 Ketentuan-ketentuan tentang pemberian keistimewaan diplomatik 
biasanya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan nasional 
dari negara penerima yang disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan 
internasional. Boleh dikatakan bahwa secara universal keistimewaan- 
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keistimewaan diplomatik ini bersumber pada kebiasaan internasional dan 
meliputi antara lain:
46
 
1. Pembebasan pajak-pajak. (Pasal 34 Konvensi Wina 1961) 
2. Pembebasan dari bea cukai dan bagasi. (Pasal 36 ayat (1) dan (2) 
Konvensi Wina 1961) 
3. Pembebasan dari kewajiban-kewajiban keamanan sosial. (Pasal 33 
Konvensi Wina 1961) 
4. Pembebasan dari pelayanan pribadi dan umum.(Pasal 35 Konvensi 
Wina 1961) 
5. Pembebasan dari kewarganegaraan.(penjelasan atas Undang- undang 
No.1 tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 dan 
Konvensi Wina 1963). 
2. Kekebalan dan Keistimewaan Anggota Keluarga Pejabat Diplomatik 
Kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada para pejabat 
diplomatik tidaklah terbatas pada diri pribadi diplomat saja, melainkan 
juga anggota-anggota keluarganya turut pula menikmati kekebalan dan 
keistimewaan diplomatik tersebut.
47
 Ketentuan mengenai kekebalan bagi 
keluarga pejabat diplomatik diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Konvensi Wina 
1961 “The members of the family of a diplomatic agent forming part of his 
household shall, if they are not nationals of the receiving state, enjoy the 
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privileges and immunities specified in articles 29 to 36” yang artinya 
bahwa anggota-anggota keluarga pejabat diplomatik yang merupakan 
bagian dari rumah tangganya, jika mereka bukan warga negara negara 
penerima, mendapatkan kekebalan dan keistimewaan diplomatik dan 
kekebalan hukum yang disebutkan dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 
36. 
Atas dasar ketentuan konvensi tersebut dapat dijelaskan, sudah 
merupakan hal yang biasa diterima oleh masyarakat luas bahwa kekebalan 
dan keistimewaan yang dimiliki oleh para agen diplomatik itu berlaku pula 
bagi istri dan anggota-anggota keluarga mereka. Telah disepakati bahwa 
para anggota keluarga dari seorang wakil diplomatik juga dapat memiliki 
kekebalan- kekebalan terbatas, yaitu terbatas hanya anggota keluarga yang 
tinggal satu atap dengan agen diplomatik yang bersangkutan.
48
 
Dapat disimpulkan kemudian bahwa yang termasuk anggota keluarga 
seorang diplomat tidaklah terbatas kepada yang memiliki hubungan darah 
atau perkawinan dengannya saja, tetapi lebih ditekankan kepada mereka 
yang merupakan bagian dari rumah tangganya dan bertempat tinggal 
bersama dengan diplomat tersebut, dan bukan merupakan warga negara 
dari negara penerima sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 37 ayat (1) 
Konvensi Wina 1961. 
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3. Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik di Negara Ketiga 
Kekebalan dan keistimewaan bagi pejabat diplomatik di negara ketiga 
dalam perjalanan menuju atau dari posnya atau tinggal di suatu negara di 
mana mereka tidak mempunyai wilayah akreditasi kurang ditetapkan 
secara jelas, tidak sebagaimana jika pejabat diplomatik tersebut berada di 
negara penerima.
49
 Namun demikian kekebalan secara substansial pada 
umumnya diberikan kepada para pejabat diplomatik yang sedang transit. 
Masalah itu sebelumnya memang tidak diberikan, tetapi beberapa 
negara seperti Belanda dan Perancis telah menyetujui untuk memasukkan 
ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan nasional masing-masing 
mengenai perlakuan para diplomat pada waktu transit, sama dengan para 
pejabat diplomatik yang ditempatkan di negara tersebut.
50
 
Memang sudah merupakan praktik yang umum bahwa negara ketiga 
memberikan kekebalan dan keistimewaan atau hak melintasi secara bebas 
terhadap para diplomat pada waktu melakukan transit, dikecualikan 
mereka yang bepergian secara incognito atau kehadiran mereka di wilayah 
negara ketiga itu dianggap tidak diingini. Demikian juga para diplomat 
yang mengadakan perjalanan bukan dinas yang tidak ada hubungannya 
dengan penempatan atau pengangkatannya di luar negeri seperti dalam cuti 
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dan lain- lain mungkin juga tidak dapat menikmati kekbalan dan 
keistimewaan dari negara ketiga.
51
 
Dalam Pasal 40 Konvensi Wina 1961 menyatakan “If a diplomatic 
agent passes through or is in the territory of a third state, which has 
granted him a passport visa if such visa was necessary, while proceeding 
to take up or to return to his post, or when returning to his own country, 
the third state shall accord him inviolability and such other immunities as 
may be required to ensure his transit or return. The same shall apply in the 
case of any members of his family enjoying privileges or immunities who 
are accompanying the diplomatic agent, or travelling separately to join 
him or to return to their country”. Berarti bahwa para diplomat yang 
dalam perjalanan mereka menuju atau dari posnya terpaksa harus melewati 
wilayah negara ketiga, maka kekebalan dan keistimewaannya sebagai agen 
diplomatik tetap diakui oleh negara ketiga asal saja diplomat yang 
bersangkutan dapat menunjukkan paspor atau visanya yang diperlukan 
untuk itu.
52
  
Hal ini berarti bahwa Konvensi Wina ini telah mengambil pendekatan 
fungsional, yang tegas dalam memberikan kekebalan dan keistimewaan 
bagi para diplomat yang bepergian melalui wilayah negara ketiga, baik 
menuju atau dari posnya. Negara ketiga hanya berkewajiban memberikan 
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hak- hak tidak dapat diganggu gugatnya dan kekebalan lain yang 
diperlukan dalam transit atau kembali ke negara asalnya.
53
 
E. Mekanisme Penyelesaian terhadap Pelanggaran yang Dilakukan Pejabat 
Diplomatik 
1. Persona Non Grata 
Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Wina 1961 menyatakan “(1) The 
receiving state may at any time and without having to explain its decision, 
notify the sending state that the head of the mission or any member of the 
diplomatic staff of the mission is persona non- grata or that any other 
members of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the 
sending state shall, as appropriate, either recall the person concerned or 
terminate his functions with the mission. A person may be declared non- grata 
or not acceptable before arriving in the territory of the receiving state. (2) If 
the sending state refuses or fails within a reasonable period to carry out its 
obligations under paragraph 1 of this article, the receiving state may refuse to 
recognize the person concerned as a member of the mission”. 
Berdasarkan pasal ini ditegaskan bahwa negara penerima setiap saat dan 
tanpa penjelasan dapat memberitahu negara pengirim bahwa kepala 
perwakilan ataupun salah seorang anggota staf diplomatiknya adalah persona 
non-grata, karena itu negara pengirim harus memanggil pulang atau 
mengakhiri fungsinya di perwakilan. Dapat juga seseorang dinyatakan sebagai 
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orang yang tidak disenangi (non-grata) atau tidak dapat diterima (not 
acceptable) sebelum tiba di wilayah negara penerima. Selanjutnya ayat (2) 
dinyatakan bahwa bila negara pengirim menolak atau tidak mampu dalam 
jangka waktu yang pantas melaksanakan kewajibannya, negara penerima dapat 
menolak untuk mengakui pejabat yang bersangkutan sebagai anggota 
perwakilan.
54
 
Jika negara penerima menganggap bahwa seseorang itu tidak dapat 
diterima karena kegiatan-kegiatan dan kecenderungan politiknya di masa 
lampau atau latar belakang lainnya, negara penerima dapat memberitahukan 
kepada negara pengirim ketidaksetujuannya untuk menerima pengangkatan 
ambassador designate melalui sebuah nota diplomatik yang menyatakan calon 
tersebut sebagai persona non grata. Setiap negara mempunyai hak menolak 
untuk menerima seseorang pejabat diplomatik, apakah atas dasar sifat 
pribadinya atau latar belakang sebelumnya, misalnya jika ia dikenal pernah 
menanamkan rasa sentimen yang bernada kebencian atau permusuhan 
terhadap negara tempat ia akan diangkat sebagai Kepala Perwakilan dari 
perwakilan diplomatik. Karena itu, ia dapat dinyatakan ditolak karena sifatnya 
terhadap negara tempat ia akan diangkat.
55
  
Sesuai praktik yang sudah lama berlaku, pemerintah negara penerima 
dapat menyatakan seorang diplomat persona non grata dan sebagai akibatnya 
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diplomat tersebut harus meninggalkan negara akreditasinya. Pernyataan 
persona non grata dikeluarkan oleh negara setempat bila keberadaan seorang 
diplomat tidak bisa lagi ditolerir sebagai akibat dari sikap atau perbuatannya 
yang tidak dapat diterima. Tindakan persona non grata ini biasanya dilakukan 
terhadap diplomat yang terbukti melakukan kegiatan spionase, melindungi 
agen-agen rahasia asing dan membiarkan mereka melakukan kegiatan-
kegiatan dengan menggunakan fasilitas perwakilan, melindungi orang-orang 
yang dikenakan hukuman, mencampuri urusan dalam negeri negara penerima, 
melakukan penyelundupan atau membuat pernyataan- pernyataan yang 
merugikan negara setempat. Dalam praktiknya pernyataan persona non grata 
ini sering terjadi dan disalahgunakan oleh banyak negara. Dalam era Perang 
Dingin, suatu negara dapat saja mem-persona non grata-kan seseorang atau 
beberapa diplomat tanpa alasan yang jelas karena sekadar pembalasan 
terhadap tindakan persona non grata yang dilakukan terhadap diplomatnya 
oleh negara lain.
56
 
Pernyataan persona non grata ini menjadi bahan perdebatan yang panjang 
dan menarik, apakah suatu negara berkewajiban memberikan alasan untuk 
tindakannya menyuruh dipanggil pulang atau recall atau memulangkan atau 
deportation seorang diplomat. Negara pengirim yang diplomatnya diusir selalu 
meminta penjelasan. Karena penjelasan itu selalu dijawab secara diplomatis, 
negara tersebut mengambil tindakan yang sama. Akhirnya, Konvensi Wina 
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dapat mengakhiri perdebatan tersebut dan seperti terumus dalam Pasal 9 
bahwa negara penerima dapat menyatakan persona non grata tanpa harus 
memberikan penjelasan/ alasan kepada negara pengirim.
57
 
Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa pengenaan persona non 
grata kepada staf perwakilan diplomatik di negara penerima, khususnya 
terhadap mereka yang sudah tiba atau berada di negara penerima, melibatkan 
pada tiga kegiatan yang dinilai melanggar ketentuan-ketentuan dalam 
Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik. Pertama, kegiatan-
kegiatan para pejabat diplomatik di suatu negara penerima yang dianggap 
bersifat politis maupun subversif dan bukan saja dapat merugikan kepentingan 
nasional tetapi juga melanggar kedaulatan suatu negara penerima. Kedua, 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu jelas-jelas melanggar peraturan hukum 
dan perundang-undangan negara penerima. Ketiga, kegiatan-kegiatan yang 
dapat digolongkan sebagai kegiatan spionase yang dapat dianggap dapat 
mengganggu baik stabilitas maupun keamanan nasional negara penerima.
58
 
1. Kegiatan- kegiatan Politik/ Subversif 
Sebagaimana termuat dalam ketentuan Konvensi Wina 1961 mengenai 
Hubungan Diplomatik bahwa tanpa berprasangka para diplomat menikmati 
kekebalan dan keistimewaan, mereka tetap berkewajiban untuk tidak 
mencampuri usrusan dalam negeri negara penerima. Pelanggaran terhadap 
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ketentuan ini seperti tindakan-tindakan yang bersifat politik maupun 
subversif dapat mengakibatkan seorang diplomat dinyatakan persona non 
grata dan segera harus meninggalkan negara penerima. 
2. Pelanggaran terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Negara 
Penerima 
Walaupun kepada misi Perwakilan Diplomatik dan para stafnya 
diberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik dan bahkan diperluas 
lagi pada keluarganya yang tinggal bersama (Pasal 22 sampai dengan Pasal 
41), namun Konvensi Wina 1961 juga memberikan pembatasan- 
pembatasan secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 36, 41 
ayat (1) dan 42. Dalam kasus- kasus yang ada selama 20 tahun telah terjadi 
berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota staf misi perwakilan 
diplomatik sehingga mengakibatkan dipulangkannya mereka ke negaranya, 
dinyatakan sebagai persona non grata atau diadili di pengadilan negara 
penerima setelah ada kesediaan dari negara pengirim untuk menanggalkan 
kekebalan dan keistimewaan diplomatik dari staf perwakilan yang 
melanggar tersebut. Penyalahgunaan mengenai kekebalan dan 
keistimewaan diplomatik semacam itu lebih banyak dilakukan secara 
pribadi oleh anggota staf tertentu dari suatu misi perwakilan diplomatik di 
negara penerima. 
Dari segi Konvensi Wina 1961 sendiri juga merupakan pelanggaran 
terhadap ketentuan dalam Pasal 41 yang menyatakan “ Without prejudice 
36 
 
to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying 
such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the 
receiving state. They also have a duty not to interfere in the internal affairs 
of that state”. Jelas bahwa walaupun para anggota staf perwakilan asing di 
suatu negara menikmati kekebalan dan keistimewaan yang telah diberikan 
oleh negara penerima, mereka harus tetap menghormati peraturan 
perundang- undangan negara setempat. 
3. Kegiatan- kegiatan Spionase 
Kegiatan mata- mata oleh seorang diplomat merupakan salah satu 
pelanggaran kejahatan dalam kekebalan diplomatik. Jika kejadian itu 
terungkap, diplomat itu dapt ditarik kembali oleh negaranya atau 
dinyatakan persona non grata oleh negara penerima. Dalam praktiknya, 
kegiatan spionase yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik dan konsuler 
tidak dapat diabaikan begitu saja. Misi perwakilan diplomatik seperti 
dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) butir (d) Konvensi Wina 1961 
mempunyai tugas antara lain bahwa dalam menyampaikan laporan 
mengenai keadaan dan perkembangan di negara penerima kepada 
negaranya haruslah benar-benar dilakukan dengan cara-cara yang sah. Apa 
yang tidak dapat diterima dalam kebiasaan-kebiasaan diplomatik secara 
umum adalah jika dalam mengumpulkan keterangan-keterangan itu 
ditempuh dengan cara sembunyi atau gelap, termasuk pembelian- 
pembelian melalui agen-agen yang ada di negara penerima, atau bahkan 
37 
 
memanfaatkan orang-orang setempat secara intensif dan berlebih-lebihan 
sebagai sumber informasi apa saja yang dianggap sensitif. 
Semenjak berlakunya Konvensi Wina, spionase merupakan alasan yang paling 
umum dalam menyatakan seorang pejabat diplomatik persona non grata atau 
meminta agar ia dipanggil pulang.
59
 Demikianlah, apapun alasan yang dipakai 
untuk mem- persona non grata- kan seorang diplomat apakah atas dasar spionase, 
konspirasi, ancaman keamanan, penyalahgunaan hak-hak istimewa dan lain- 
lainnya, selalu dilaksanakan sesuai modalitas dan prosedur yang ditetapkan oleh 
negara penerima. Sebagaimana ditunjukkan pengalaman, dalam persoalan persona 
non grata ini kedaulatan negara penerima dalam kasus apapun selalu dihormati 
oleh negara pengirim.
60
 
  
2. Penanggalan Kekebalan (Immunity Waiver) 
Meskipun para pejabat diplomatik diberikan kekebalan-kekebalan terhadap 
jurisdiksi peradilan negara penerima baik jurisdiksi sipil maupun kriminal. 
Sebaliknya kekebalan tersebut dapat ditanggalkan atau dihapus.
61
 Pasal 32 ayat (1) 
dan ayat (2) Konvensi Wina 1961 menyatakan “(1) The immunity from 
jurisdiction of diplomatic agents and of persons enjoying immunity under article 
37 may be waived by the sending state. (2) Waiver must always be express”. Dari 
pasal ini jelas bahwa kekebalan dari kekuasaan hukum pejabat-pejabat diplomatik 
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dan orang-orang yang menikmati kekebalan seperti tersebut dalam Pasal 37 dapat 
ditanggalkan oleh negara pengirim, selanjutnya ditegakan pula bahwa 
penanggalan tersebut harus selalu dinyatakan dengan jelas. 
Dari Pasal 37 ayat (1) jelas kita lihat bahwa yang mempunyai hak untuk 
menanggalkan kekebalan diplomatik adalah negara pengirim. Sebagaimana kita 
ketahui bahwa hak kekebalan diplomatik adalah bersumber pada hukum 
internasional, maka yang mempunyai hak tersebut juga subjek hukum 
internasional. Hingga saat ini wakil diplomatik bukanlah merupakan subjek 
hukum internasional. Melainkan merupakan alat perlengkapan negara, negaralah 
yang merupakan subjek hukum internasional. Dengan demikian negara 
pengirimlah yang merupakan instansi yang dapat dan berwenang untuk 
melepaskan/ menanggalkan kekebalan diplomatik tersebut.
62
 Namun kemudian 
dalam prakteknya sudah cukup apabila kepala perwakilan yang menyatakan 
penanggalan kekebalan diplomatik dari seorang staf diplomatiknya. Sebab Kepala 
Perwakilan adalah merupakan wakil dari negara penerima. Hak ini juga 
dinyatakan oleh Internasional Law Commission sewaktu merancang pasal 
tersebut, bahwa meskipun rumusan ayat (1) dari Pasal 32 berbunyi hak 
penanggalan oleh negara pengirim, tetapi tidak berarti harus selalu ada pernyataan 
khusus dari negara pengirim, adalah cukup jika kepala perwakilan yang 
menyatakan penanggalan kekebalan yang bersangkutan. Dengan demikian kalimat 
dari ayat (1) “… may be waived by sending state” adalah menunjukkan bahwa 
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kekebalan diplomatik tidak harus ditanggalkan oleh negara pengirim, tetapi hanya 
disebutkan dapat ditanggalkan oleh negara itu, ada dua kemungkinan bahwa 
penanggalan kekebalan diplomatik sudah cukup apabila dilakukan oleh kepala 
perwakilan dari negara pengirim tersebut yang berada di luar negeri. Pasal 32 ayat 
(2) Konvensi Wina 1961 disebutkan “Waiver must always be express”, 
menunjukkan bahwa pembuatan penanggalan kekebalan diplomatik harus 
dilakukan secara tegas/ dinyatakan dengan tegas. Artinya ialah penanggalan itu 
atau pernyataan penanggalan kekebalan diplomatik yang dibuat oleh negara 
pengirim atau kepala perwakilan asing harus memperlihatkan keinginan untuk 
menanggalkan kekebalan diplomatik dari orang yang bersangkutan dan harus 
disampaikan kepada pemerintah atau pengadilan negara penerima.
63
  
Selanjutnya Pasal 32 ayat (3) Konvensi Wina 1961 menyatakan “The 
initiation of proceedings by a diplomatic agent or by a person enjoying immunity 
from jurisdiction under article 37 shall preclude him from invoking immunity from 
jurisdiction in respect of any counter- claim directly connected with the principal 
claim”. Dalam pasal ini ditentukan bahwa suatu gugatan balasan terhadap suatu 
perkara perdata yang dimulai oleh seorang wakil diplomatik yang menikmati 
kekebalan dari jurisdiksi peradilan negara penerima, dapat diajukan pada wakil 
diplomatik tersebut asalkan gugatan balasan tersebut harus mempunyai hubungan 
dengan gugatan semula.  
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Kemudian Pasal 32 ayat (4) menyatakan “Waiver of immunity from 
jurisdiction in respect of civil or administrative proceedings shall not be held to 
imply waiver of immunity in respect of the execution of the judgement, for which a 
separate waiver shall be necessary”. Penanggalan kekebalan di dalam tuntutan 
pengadilan perdata adalah tidak dengan sendirinya menanggalkan kekebalan 
diplomatik dalam eksekusi putusan hakim, melainkan harus terdapat sendiri suatu 
pernyataan penanggalan kekebalan diplomatik secara terpisah.
64
 
Bahwa suatu penanggalan kekebalan diplomatik tidak berarti pula mencakup 
penanggalan sejauh mengenai eksekusi putusan hakim dan ini hanya mengenai 
penanggalan dalam bidang perdata dan administratif dan untuk penanggalan 
daripada kekebalan dari eksekusi keputusan hakim diperlukan penanggalan 
kekebalan tersendiri.
65
 
Dalam hal terjadinya tindak kejahatan yang cukup serius yang melibatkan 
seorang pejabat diplomatik di negara penerima dan negara penerima tidak cukup 
untuk mengenakan deklarasi persona non grata terhadap diplomat tersebut, karena 
tindak kejahatan sangat melanggar undang-undang dan dianggap sangat 
merugikan negara penerima, maka Konvensi Wina 1961 memuat ketentuan bahwa 
negara penerima dapat meminta kepada Perwakilan Diplomatiknya agar kekebalan 
diplomatik pejabat diplomatik tersebut dapat ditanggalkan dengan maksud agar 
setelah ditanggalkan, diplomat tersebut dapat diadili oleh pengadilan di negara 
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penerima. Penanggalan kekebalan tersebut biasanya dimintakan oleh Perwakilan 
Diplomatik kepada negara pengirim dan biasanya diberikan oleh Kepala Negara 
atau Pemerintahnya dan pernyataan penanggalan semacam itu harus dinyatakan 
secara resmi. Selama tidak ditanggalkan kekebalan diplomatiknya maka ia tidak 
dapat diproses perkaranya karena ia akan tetap tidak bisa diganggu gugat, baik 
ditangkap atau dikenakan penehanan karena ia akan tetap kebal dari kekuasaan 
hukum baik pidana, hukum perdata dan hukum acara.
66
 Semenjak beberapa tahun 
terakhir ini permintaan untuk menanggalkan kekebalan terhadap para pejabat 
kedutaan besar makin meningkat karena seringnya terjadi penyalahgunaan 
kekebalan diplomatik. Yang menjadi penyebab permintaan penanggalan 
kekebalan diplomatik ini antara lain karena perbuatan kriminal, penyelundupan, 
pelanggaran peraturan lalu lintas atau mengendara mobil dalam keadaan mabuk 
dan menabrak orang.
67
 
Permintaan untuk menanggalkan kekebalan seorang diplomat bisa dikaitkan 
sebagai suatu jalan yang layak untuk membatasi kekebalan diplomat dan yuridiksi 
negara penerima. Permintaan untuk menanggalkan kekebalan semacam itu bisa 
dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri negara penerima sebelum deklarasi 
persona non grata bisa dikenakan terhadap diplomat tersebut.
68
 
Demikian prinsip kekebalan mutlak yang menjadi pegangan selama ini dalam 
pergaulan diplomatik sudah mulai ditinggalkan dan penanggalan kekebalan 
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tersebut juga banyak tergantung dari keadaan hubungan negara-negara yang 
bersangkutan.
69
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dimaksud adalah tempat dimana penelitian ini akan 
dilaksanakan. Adapun lokasi penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi ini 
adalah study pustaka pada Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas dan Perpustakaan 
Pusat Universitas Hasanuddin. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Data Hukum Primer 
Bahan hukum utama dalam menganalisis permasalahan yang diangkat 
yaitu Konvensi Internasional, yaitu Konvensi Wina 1961 tentang hubungan 
diplomatik. 
2. Data Hukum Sekunder 
Data hukum sekunder yaitu data yang berasal dari buku- buku literatur 
yang membahas mengenai hubungan diplomatik dan hubungan internasional, 
hasil- hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum internasional. 
3. Data Hukum Tersier 
Data yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang data primer 
dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan 
menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Dengan metode 
44 
 
ini penulis mengumpulkan konvensi, literatur, dan materi- materi yang 
berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis untuk ditelaah 
guna mendapatkan landasan teori untuk dapat mengemukakan pendapat atau 
pandangan. 
D. Analisis Data 
Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan 
pendekatan yuridis normatif. Kemudian dideskripsikan dalam bentuk skripsi yang 
memuat solusi dan pemecahan masalah. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Perbandingan Kasus (Penyelesaian Kasus Pelanggaran yang Dilakukan 
Seorang Diplomat di Wilayah Negara Penerima) 
Dalam hal terjadinya tindak kejahatan yang cukup serius yang melibatkan 
seorang pejabat diplomatik di negara penerima dan negara penerima tidak cukup 
untuk mengenakan deklarasi persona non grata terhadap diplomat tersebut, 
karena tindak kejahatan sangat melanggar undang-undang dan dianggap sangat 
merugikan negara penerima, maka Konvensi Wina 1961 memuat ketentuan 
bahwa negara penerima dapat meminta kepada perwakilan diplomatiknya agar 
kekebalan diplomatik pejabat diplomatik tersebut dapat ditanggalkan dengan 
maksud agar setelah ditanggalkan, pejabat diplomatik tersebut dapat diadili oleh 
pengadilan di negara penerima.
70
 Pada tahun 2014 seorang diplomat Malaysia 
untuk Selandia Baru ditanggalkan kekebalannya setelah terlibat kasus 
pemerkosaan sehingga berhasil diadili di Selandia Baru. Namun pada kasus lain, 
pada tahun 2001, pemerintah Rusia justru hanya me-recall diplomatnya dari 
Kanada yang terlibat dalam kasus kecelakaan dan menolak permintaan Kanada 
untuk menanggalkan kekebalan diplomatik diplomat tersebut. Berdasarkan hal ini 
kemudian dapat dilihat bahwa suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seorang 
diplomat di wilayah negara penerima dapat diselesaiakan dengan cara yang 
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berbeda oleh setiap negara, yang tentu saja dalam hal ini ada faktor-faktor yang 
mempengaruhi hal tersebut. 
1. Kronologi Kasus Penanggalan Kekebalan Pejabat Diplomatik Malaysia 
di Selandia Baru  
Seorang diplomat Malaysia dihadirkan di pengadilan Selandia Baru 
dengan dakwaan upaya pemerkosaan. Muhammad Rizalman bin Ismail 
adalah staf asisten atase pertahanan di Kedutaan Besar Malaysia di 
Wellington. Menurut media setempat Rizalman tinggal di Selandia Baru 
dengan istri dan anaknya kurang dari satu tahun sebelum ia ditahan dan 
meninggalkan Selandia Baru.
71
 Rizalman yang bertugas sebagai atase militer, 
ditangkap pada bulan Mei 2014 setelah dituduh membuntuti dan mencoba 
memperkosa wanita berusia 21 tahun, Tania Billingsley, di rumah korban di 
Wellington. Insiden ini terjadi pada 9 Mei dan polisi mendakwa Rizalman 
masuk ke rumah orang lain dan berniat memperkosa korbannya. Namun 
dengan memanfaatkan kekebalan diplomatik yang dimilikinya ia kemudian 
berhasil lolos dan meninggalkan Selandia Baru untuk pulang ke Malaysia, 
yang akhirnya memicu kemarahan di kedua negara.
72
 Korbannya sendiri 
telah mengungkapkan diri dalam sebuah interview di televisi dan dalam 
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interview tersebut ia mengungkapkan kritikannya terhadap pemerintah 
Selandia Baru dalam hal penanganan kasus tersebut.
73
 
Kasus perkosaan yang dilakukan diplomat Malaysia di Selandia Baru, 
Muh. Rizalman bin Ismail telah membuat pemerintah setempat geram. 
Bahkan, otoritas Selandia Baru telah memanggil atasan Rizalman terkait 
kasus ini. Perdana Menteri Selandia Baru John Key mengatakan bahwa 
Selandia Baru sangat serius dalam menangani kasus ini. Tindakan tegas yang 
diambil oleh Selandia Baru menurut Key , salah satunya agar hubungan baik 
Malaysia-Selandia Baru terus terjaga. Walau telah berada di Malaysia, Key 
tetap berharap Rizalman dapat diadili di Selandia Baru.
74
 Sebelumnya, John 
Key mengatakan bahwa Selandia Baru telah secara resmi meminta 
penanggalan kekebalan, namun kemudian ditolak oleh negara pengirim. Key 
mengatakan agar diplomat tersebut dapat menghadapi konsekuensi dari 
perbuatan yang ia lakukan, namun Key menambahkan bahwa sebagai peserta 
penandatangan konvensi Wina 1961 Selandia Baru tidak punya pilihan selain 
membiarkan diplomat tersebut untuk bebas.
75
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Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah Aman sendiri 
mengatakan bahwa diplomat tersebut akan dikembalikan ke Selandia Baru 
jika diperlukan. Selandia Baru dan Malaysia memiliki catatan yang 
berlawanan tentang bagaimana diplomat tersebut dapat kembali ke Malaysia. 
Selandia Baru merilis dokumen kepada media lokal yang menunjukkan 
bahwa Komisi Tinggi Malaysia menolak untuk menanggalkan kekebalan 
diplomatik diplomat tersebut. Tetapi kemudian Menteri Luar Negeri 
Malaysia dalam konferensi pers mengatakan bahwa pada awalnya Malaysia 
telah berkeinginan untuk menanggalkan kekebalannya, namun berdasarkan 
hasil diskusi, Selandia Baru menawarkan sebuah alternatif untuk 
mengembalikan diplomat tersebut ke Malaysia. Namun begitu, Menteri Luar 
Negeri Malaysia sendiri berkomitmen bahwa pemerintah tidak akan 
melindungi diplomat tersebut. Dan berpendapat bahwa kekebalan diplomatik 
dari seorang diplomat bukanlah merupakan sebuah lisensi untuknya 
melakukan sebuah kejahatan.
76
 
Muh. Rizalman sendiri meninggalkan Selandia Baru ketika sedang 
menunggu persidangan untuk kasusnya, yang kemudian memantik 
kemarahan di Selandia Baru dan pertentangan dengan Malaysia tentang 
bagaimana ia dapat menggunakan kekebalan diplomatik untuk bisa 
meninggalkan Selandia Baru. Menurut laporan media setempat, sehubungan 
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dengan hal tersebut kemudian dilakukan penyelidikan terhadap Kementerian 
Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru setelah mereka memberikan 
kesan bahwa para pejabatnya entah bagaimana mengesahkan keberangkatan 
Muh. Rizalman dari Selandia Baru.
77
  
Menteri Luar Negeri Selandia Baru Murray McCully mengatakan 
bahwa pilihan untuk mengirim kembali diplomat tersebut seharusnya tidak 
pernah diberikan dan meminta maaf atas cara depertemennya menangani 
kasus ini dan mengatakan telah meminta maaf kepada Perdana Menteri 
karena hal ini. Di Malaysia sendiri, pihak oposisi dan para aktivis juga telah 
menyuarakan agar diplomat tersebut dikembalikan ke Selandia Baru. Kasus 
ini telah menimbulkan kegemparan di Selandia Baru dan pemerintah sedang 
menghadapi berbagai kritikan karena tidak berhasil memberi kepastian 
bahwa diplomat tersebut dapat menghadapi proses peradilan. Pemerintah 
Malaysia dituduh oleh warga negaranya sendiri dalam hal perlindungan yang 
salah yang diberikan kepada diplomat tersebut. Menanggapi hal ini McCully 
berpendapat bahwa tidak ada maksud dari kedua pemerintahan untuk 
membiarkan masalah ini, tidak peduli apakah akan diproses di Malaysia atau 
Selandia Baru, karena adanya komimen yang kuat dari kedua negara untuk 
menegakkan keadilan. Malaysia akhirnya setuju untuk mengirim kembali 
utusan diplomatiknya ke Selandia Baru untuk menghadapi tuntutan 
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percobaan pemerkosaan tersebut. Menurut Menteri Luar Negeri Malaysia 
pemerintah Malaysia berpendapat bahwa keputusan tersebut akan 
memberikan kesempatan bagi Muh. Rizalman untuk dapat bekerja sama 
secara penuh dan dapat membantu pihak Selandia Baru dalam proses 
investigasi terhadapnya. Menteri luar negeri Selandia Baru Murray McCully 
mengatakan bahwa hal ini merupakan perkembangan yang sangat baik dan 
merupakan itikad baik dan integritas dari Malaysia.
78
 Ia juga menekankan 
bahwa sudah merupakan tanggung jawab dari seorang diplomat untuk 
menghormati hukum dan peraturan dari Negara Penerima. Perdana Menteri 
Selandia Baru juga memberikan kepastian bahwa Rizalman akan 
mendapatkan proses peradilan yang adil dan hidupnya tidak akan berada 
dalam bahaya.
79
 
Pemerintah Malaysia telah merasa yakin pada sistem hukum dari 
Selandia Baru dan percaya bahwa diplomatnya tersebut akan diberikan 
perlakuan yang adil dalam menghadapi kasusnya. Pejabat militer senior dari 
Kementerian Pertahanan Malaysia akan mendampingi diplomat tersebut dan 
pemerintah juga akan menyediakan bantuan hukum bila dibutuhkan.
80
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Muhammad Rizalman akhirnya diterbangkan kembali ke Selandia 
Baru pada bulan Oktober 2014. Ia dikawal 2 petugas kepolisian Selandia 
Baru dan 2 polisi militer Malaysia.
81
 Dalam kasus ini ia menghadapi 
hukuman maksimal penjara 10 tahun untuk pencurian dan penyerangan 
dengan maksud untuk memperkosa.
82
 
Setelah sebelumnya, kepulangan kembali diplomat tersebut ke 
negaranya telah memantik ketegangan diplomatik diantara kedua negara, 
Malaysia akhirnya setuju untuk mengirim kembali diplomatnya tersebut 
untuk menghadapi kasus yang didakwakan kepadanya di Selandia Baru. 
Rizalman akhirnya terlihat di Pengadilan setempat untuk menghadiri 
persidangannya. Laporan penyelidikan tentang cara penanganan yang salah 
dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan terhadap kasus tersebut tidak 
akan dirilis sampai adanya keputusan dari pengadilan dalam kasus ini. 
Sebelumnya pemerintah telah meminta penanggalan kekebalan terhadap 
diplomat tersebut agar bisa diadili di Selandia Baru, namun pejabat dari 
Kementerian Luar Negeri memberi kesan kepada pemerintah Malaysia 
bahwa Rizalman dapat kembali ke negaranya.
83
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2. Kasus Pemanggilan Kembali (Recall) Diplomat Rusia di Kanada 
Andrei Knyazev sekretaris pertama (first secretary) di Kedutaan Besar 
Rusia di Kanada, mengklaim kekebalan diplomatik yang dimilikinya setelah 
terlibat dalam sebuah kecelakaan di Ottawa. Kecelakaan tersebut terjadi pada 
27 January 2001. Ia kehilangan kendali mobilnya karena mengemudi dalam 
keadaan mabuk yang kemudian menyebabkan mobilnya menabrak 2 orang 
wanita, dan menewaskan 1 diantaranya yaitu seorang pengacara Catherine 
McLean (50 tahun) dan melukai seorang lainnya Catherine Dore (56 tahun). 
Namun, Knyazev menyangkal tuntutan tersebut, menolak untuk ditest 
alkohol oleh polisi Kanada dengan mengklaim kekebalan diplomatik yang 
dimilikinya. Dia bersikeras bahwa ia tidak mabuk, dan menyalahkan keadaan 
cuaca untuk kecelakaan tersebut. Ketika kecalakaan tersebut terjadi, Knyazev 
merupakan seorang diplomat senior di Kedutaan Besar Rusia di Ottawa.
84
 
Pihak Kanada segera meminta kepada Dubes Rusia untuk menanggalkan 
kekebalan diplomat tersebut, tetapi kemudian Menteri Luar Negeri Rusia 
menolak.
85
 Ia kemudian kembali ke Rusia 2 hari setelah kecelakaan, dibawah 
perlindungan pemerintah Rusia. Menteri Luar Negeri segera memecatnya 
ketika ia kembali ke Rusia, dan dijatuhi dakwaan pembunuhan yang tidak 
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disengaja. Otoritas Rusia dan Kanada bekerja sama dalam proses 
investigasi.
86
 
Menteri Luar Negeri Rusia telah menyatakan penyesalan yang 
mendalam atas terjadinya insiden tersebut dan telah memberikan pernyataan 
belasungkawa kepada keluarga korban. Meski pejabat Kanada mengatakan 
mereka puas dengan respon dari pihak Rusia, namun tetap ada ungkapan 
kemarahan terhadap insiden tersebut dan kepada pemerintah, dan juga oleh 
media setempat. Richard Kohler, pihak dari Kementerian Luar Negeri 
Kanada, mengatakan bahwa hal yang terpenting adalah agar diplomat 
tersebut dapat diadili.
87
 Kasus tersebut telah menimbulkan masalah politik di 
Kanada, dimana pihak oposisi menuduh Menteri Luar Negeri tidak mampu 
dalam menangani masalah diplomat tersebut.
88
 
Akhirnya mantan diplomat Rusia tersebut dijatuhi hukuman 4 tahun 
penjara di Moscow. Duta Besar Kanada di Moscow, Rod Irwin, merasa puas 
untuk putusan tersebut.
89
 Suami korban luka juga merasa puas untuk proses 
peradilan terhadap Knyazev dan berpendapat proses tersebut sudah berjalan 
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secara adil. Dalam pembelaannya Knyazev juga meminta maaf kepada 
keluarga para korban.
90
 
B. Standar dan Alasan dalam Hal Penanggalan Kekebalan 
Dalam Pasal 32 Konvensi Wina 1961 berisikan ketentuan-ketentuan tentang 
penanggalan kekebalan dari kekuasaan hukum. Disebutkan bahwa kekebalan dari 
kekuasaan hukum pejabat-pejabat diplomatik dan orang-orang yang menikmati 
kekebalan seperti tersebut dalam Pasal 37 dapat ditanggalkan oleh negara 
pengirim. Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa penanggalan tersebut harus selalu 
dinyatakan dengan jelas.
91
 Merujuk pada pasal ini kemudian dapat dilihat bahwa 
tidak ada standar atau alasan khusus dalam hal permintaan penanggalan 
kekebalan ini. Hanya disebutkan bahwa kekebalan yang dimiliki pejabat 
diplomatik tersebut dapat ditanggalkan oleh negara pengirim. 
Menurut Sumaryo Suryokusumo, dalam hal terjadinya tindak kejahatan yang 
cukup serius yang melibatkan seseorang pejabat diplomatik di negara penerima 
dan negara penerima tidak cukup untuk mengenakan deklarasi persona non grata 
terhadap diplomat tersebut, karena tindak kejahatan sangat melanggar undang-
undang dan dianggap sangat merugikan negara penerima, maka Konvensi Wina 
1961 memuat ketentuan bahwa negara penerima dapat meminta kepada 
Perwakilan Diplomatiknya agar kekebalan diplomatik pejabat diplomatik tersebut 
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dapat ditanggalkan dengan mekasud agar setelah ditanggalkan, pejabat 
diplomatik tersebut dapat diadili oleh pengadilan di negara penerima.
92
 
Kemudian menurut Grant v McClanahan permintaan untuk menanggalkan 
kekebalan seorang diplomat dapat dikaitkan sebagai suatu jalan yang layak untuk 
membatasi kekebalan diplomat dari yurisdiksi negara penerima. Permintaan 
penanggalan kekebalan dapat dilakukan oleh Menteri Luar Negeri negara 
penerima sebelum deklarasi persona non grata dinyatakan. Ketika seorang 
diplomat tidak dapat diterima (unacceptable) karena pelanggaran yang 
dilakukannya, Kementerian Luar Negeri dapat menyarankan secara lisan kepada 
Kepala Perwakilan Diplomatik diplomat tersebut untuk memulangkannya agar 
hubungan baik kedua negara dapat tetap terjaga. Jika saran tersebut ditolak atau 
diabaikan, maka Kementerian Luar Negeri boleh meminta diplomat tersebut 
ditanggalkan kekebalannya sehingga tindakan terhadapnya dapat dilakukan atas 
kejahatannya. Jika permintaan tersebut ditolak deklarasi persona non grata dapat 
dikenakan.
93
 Namun kemudian apabila dikaitkan dengan kedua kasus yang 
dibahas pada halaman sebelumnya, langkah-langkah yang diambil dalam teori ini 
berbeda dengan langkah-langkah yang diambil oleh Selandia Baru dan Kanada 
dalam menyikapi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang diplomat di 
wilayahnya. Dimana dalam kasus-kasus yang dibahas, masing-masing negara 
penerima sama-sama meminta penanggalan kekebalan terlebih dahulu sebagai 
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sikap awal kepada negara pengirim. Dan pada kasus yang kedua dapat dilihat 
bahwa setelah negara pengirim menolak permintaan dari negara penerima untuk 
penanggalan kekebalan barulah diplomat tersebut dipulangkan untuk menghadapi 
proses peradilan di negaranya. 
Dari kasus yang pertama antara Selandia Baru dan Malaysia, alasan dari 
Malaysia sehingga menerima permintaan penanggalan kekebalan tersebut 
menurut wakil dari Kementerian Luar Negeri Malaysia Datuk Hamzah Zainuddin 
adalah pembuktian yang nyata dari seberapa baiknya hubungan diplomtik yang 
terjalin di antara kedua negara serta karena Malaysia sendiri merupakan peserta 
dari Konvensi Wina 1961 yang mana harus mengikuti semua ketentuan dalam 
konvensi dan dalam aspek-aspek lain yang tidak disebutkan dalam konvensi, para 
diplomat tetaplah merupakan subjek dari sistem hukum negara penerima sehingga 
tindakan tetap dapat diambil terhadap mereka apabila mereka melanggar 
hukum.
94
 Hal ini juga sejalan dengan pernyataan dari Menteri Luar Negeri 
Malaysia yang menyebutkan bahwa hanya karena orang tersebut merupakan 
seorang diplomat, bukan berarti dia akan bebas. Kekebalan diplomatik bukanlah 
merupakan sebuah lisensi untuk melakukan sebuah kejahatan.
95
 
Sementara pada kasus yang kedua antara Kanada dan Rusia, tidak ada alasan 
yang diberikan oleh pihak Rusia mengenai penolakan untuk menanggalkan 
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kekebalan diplomatik dari diplomatnya tersebut. Pihak Rusia hanya menyatakan 
penyesalan yang mendalam atas kejadian tersebut lalu kemudian memanggil 
kembali diplomatnya untuk dilakukan investigasi di negaranya. Pihak dari 
Kementerian Luar Negeri Kanadapun hanya mengatakan bahwa hal yang 
terpenting adalah agar diplomat tersebut dapat diadili.
96
 
Dari kedua kasus tersebut di atas dapat dilihat bahwa penanggalan kekebalan 
terhadap diplomat yang melanggar tergantung pada itikad baik dari negara 
pengirim dan bagaimana cara negara penerima dalam meyakinkan bahwa 
diplomat tersebut akan mendapatkan perlakuan yang adil di negaranya. Karena 
dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik sendiri memang tidak 
dijelaskan tentang standar ataupun alasan untuk dapat menanggalkan kekebalan 
dari seorang diplomat yang melakukan pelanggaran. 
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Negara Penerima dalam Menuntut 
Penanggalan Kekebalan terhadap Pejabat Diplomatik yang Melakukan 
Pelanggaran 
Kasus penanggalan kekebalan diplomat Malaysia untuk Selandia Baru 
merupakan sebuah kasus dimana Selandia Baru selaku negara penerima dengan 
berbagai cara akhirnya berhasil menuntut penanggalan kekebalan terhadap 
diplomat dari Malaysia di negaranya. Keberhasilan tersebut tentunya juga tidak 
terlepas dari bagaimana respon yang diberikan oleh Malaysia untuk penyelesaian 
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kasus ini. Tentunya dalam hal ini ada faktor-faktor yang kemudian membuat 
negara pengirim begitu keras dalam menuntut penanggalan kekebalan. 
Merujuk pada kasus Selandia Baru-Malaysia. Faktor yang pertama yaitu reaksi 
yang diberikan oleh korban itu sendiri kepada pemerintah, dalam kasus ini korban 
tersebut bahkan rela untuk megungkapkan identitasnya dalam sebuah interview di 
televisi dan kemudian mengungkapkan kritikannya terhadap cara pemerintah 
setempat dalam menangani kasus ini. Kedua, adanya kritikan dan tuntutan dari 
berbagai pihak untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut, kasus ini telah 
menimbulkan kegemparan di Selandia Baru setelah diplomat tersebut dapat 
kembali ke negaranya dengan mengklaim kekebalan diplomatik yang dimilikinya. 
Pemerintah sendiri juga menghadapi berbagai kritikan karena tidak berhasil 
memberikan kepastian diplomat tersebut akan dapat menghadapi proses peradilan 
di Selandia Baru. Begitupun di Malaysia sendiri, dimana pemerintahnya juga 
mendapat tuduhan dari warga negaranya karena dianggap telah memberikan 
perlindungan yang salah kepada diplomat tersebut, dan bukan hanya itu pihak 
oposisi dan para aktivis di Malaysia juga menyuarakan agar diplomat tersebut 
dikembalikan ke Selandia Baru. Ketiga, tentu saja hubungan dalam berbagai 
aspek dari kedua negara akan menjadi faktor yang sangat penting dalam 
penanganan kasus seperti ini. Selandia Baru memiliki hubungan yang sangat kuat 
dengan Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang 
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dikenal dengan baik oleh orang-orang Selandia Baru.
97
 Malaysia merupakan salah 
satu negara yang penting bagi Selandia Baru, dalam bidang ekonomi, pada tahun 
2012 Malaysia merupakan salah satu dari 8 partner perdagangan terbesar Selandia 
Baru. Kemudian dalam hal pendidikan ada banyak siswa-siswa dari Malaysia 
yang melanjutkan pendidikan di Selandia Baru.
98
 Malaysia dan Selandia Baru 
memulai hubungan diplomatiknya pada tanggal 25 September 1957. Kerjasama 
yang sangat signifikan diantara kedua negara adalah di area perdagangan dan 
investasi, pendidikan, pertahanan, keamanan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 
Malaysia-New Zealand Free Trade Agreement (MNZFTA) ditandatangani pada 
tanggal 26 Oktober 2009 dan berlaku tanggal 1 Agustus 2010. Kedua negara juga 
merupakan peserta penandatangan untuk ASEAN-Australia-New Zealand Free 
Trade Agreement (AANZFTA). Tourist dari Selandia Baru yang mengunjungi 
Malaysia juga selalu mengalami peningkatan, seperti misalnya dari sekitar 56.000 
pada tahun 2009 menjadi lebih dari 64.000 pada tahun 2010.
99
 
Dan salah satu faktor yang juga sangat penting yaitu adanya keinginan dari 
kedua negara baik negara pengirim maupun negara penerima untuk tetap menjaga 
hubungan baik diantara kedua negara. Dari pihak Selandia Baru hal ini 
diungkapkan oleh Perdana Menteri John Key yang menyebutkan bahwa tindakan 
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tegas yang diambil Pemerintah Selandia Baru salah satunya agar hubungan baik 
dari kedua negara terus terjaga. Sejalan dengan itu wakil dari Kementerian Luar 
Negeri Malaysia Datuk Hamzah Zainuddin juga menyebutkan bahwa 
dikembalikannya Rizalman ke Selandia Baru adalah sebuah pembuktian yang 
nyata dari seberapa baiknya hubungan diplomatik yang terjalin di antara kedua 
negara. Demikianlah seiring berjalannya waktu, prinsip kekebalan mutlak yang 
menjadi pegangan selama ini dalam pergaulan diplomatik sudah mulai 
ditinggalkan dan penananggalan kekebalan tersebut juga banyak tergantung dari 
keadaan hubungan negara-negara yang bersangkutan.
100
 
D. Implikasi Terhadap Hubungan Diplomatik Negara Pengirim dan Negara 
Penerima atas Tindakan Penanggalan Kekebalan (Immunity Waiver) kepada 
Pejabat Diplomatik Suatu Negara 
Tidak adanya standar dalam hal penanggalan kekebalan yang diatur dalam 
Konvensi Wina 1961 kemudian menyebabkan adanya reaksi yang berbeda dari 
negara pengirim dalam menanggapi permintaan dari negara penerima untuk 
menanggalkan kekebalan diplomatik yang dimiliki oleh seorang diplomat apabila 
ia melakukan pelanggaran agar dapat menghadapi proses peradilan di wilayah 
negara penerima. Fungsi perwakilan diplomatik, sebagaimana yang ditentukan 
dalam Pasal 3 ayat (1)(a) Konvensi Wina 1961 bahwa mewakili negara pengirim 
di negara penerim (representing the sending state in the receiving state). Ada 
beberapa batasan mengenai fungsi representatif, antara lain dikemukakan oleh 
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Gerhard Von Glahn dalam bukunya “Law among Nations”, bahwa seorang wakil 
diplomatik itu selain mewakili pemerintah negaranya, ia juga tidak hanya 
bertindak di dalam kesempatan ceremonial saja, tetapi juga melakukan protes 
atau mengadakan penyelidikan (inquiries) atau pertanyaan dengan pemerintah 
negara penerima. Ia mewakili kebijaksanaan politik pemerintah negaranya. 
Sedangkan menurut B. Sen, batasan representatif itu adalah fungsi yang utama 
dari seorang wakil diplomatik dalam mewakili negara pengirim di negara 
penerima dan bertindak sebagai saluran penghubung resmi antar pemerintah 
kedua negara. Bertujuan untuk memelihara hubungan diplomatik antar negara 
yang menyangkut fasilitas penghubung kedua negara. Pejabat diplomatik 
seringkali melaksanakan fungsi mengadakan perundingan dan menyampaikan 
pandangan pemerintahnya di dalam beberapa masalah penting kepada pemerintah 
negara di mana ia diakreditasikan.
101
 Di dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
tersebut, para pejabat diplomatik hendaklah melaksanakannya dengan sebaik-
baiknya, mereka juga dituntut untuk berlaku jujur, teliti, tenang, sabar dan 
sederhana serta yang terpenting adalah ia harus memiliki kesetiaan atau loyalitas 
yang tinggi, dengan demikian para pejabat diplomatik tersebut akan mampu 
mencapai dan melaksanakan fungsinya yang efektif dan efisien.
102
 
Tanpa merugikan hak-hak istimewa dan kekebalan hukum mereka, semua 
orang yang menikmati kekebalan hukum dan hak-hak istimewa di negara 
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penerima harus menghormati hukum dan peraturan negara penerima. Mereka 
wajib juga tidak mencampuri urusan dalam negeri negara penerima (Pasal 41 ayat 
(1)). Semua tugas resmi yang dibebankan oleh negara pengirim pada perwakilan 
diplomatik harus dilaksanakan di negara penerima dengan perantaraan atau 
melalui kementerian luar negeri negara penerima atau kementerian lain yang 
disetujui (Pasal 41 ayat (2)). Gedung-gedung perwakilan tidak boleh digunakan 
untuk kegiatan-kegiatan diluar fungsi resmi perwakilan diplomatik sebagaimana 
yang ditentukan oleh Konvensi Wina 1961 atau sebagaimana ditentukan oleh 
aturan-aturan hukum internasional atau oleh aturan-aturan yang khusus dibuat 
oleh negara penerima dan negara pengirim (Pasal 41 ayat (3)). Berdasarkan 
ketentuan pasal tersebut jelas dapat dipahami bahwa setiap agen diplomatik dan 
sanak keluarga yang membentuk anggota keluarganya harus menghormati hukum 
dan peraturan negara penerima bagaimanapun adanya. Seorang agen diplomatik 
harus melaksanakan komunikasi kedinasan dengan negara penerima hanya 
dengan melalui kementerian luar negeri negara penerima atau kementerian lain 
yang disetujui, artinya komunikasi harus dilakukan secara resmi dan terarah 
bukan terselubung dan bersifat spionase. Gedung-gedung perwakilan baik yang 
disediakan oleh negara penerima, dimiliki oleh negara pengirim atau disewa atas 
nama negara pengirim harus digunakan hanya untuk urusan-urusan resmi 
diplomatik sesuai dengan hukum diplomatik. Apabila pengertian kaidah diatas 
diperluas maka hal-hal yang tidak boleh diselewengkan penggunaannya oleh 
hukum diplomatik mencakup juga pemanfaatan tempat tinggal resmi diplomat, 
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karena tempat tinggal diplomat dan keluarganya menurut hukum diplomatik juga 
memperoleh inviolabilitas.
103
 Pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik 
yang diberikan secara timbal balik memang mutlak perlu dalam rangka 
mengembangkan hubungan persahabatan antarnegara, tidak pandang sistem 
ketatanegaraan maupun sosial mereka yang berbeda. Di samping itu, pemberian 
kekebalan dan keistimewaan diplomatik semacam itu bukanlah untuk 
kepentingan perseorangan tetapi untuk menjamin terlaksananya tugas para 
pejabat diplomatik secara efisien, terutama tugas dari negara yang diwakilinya.
104
 
Walaupun kepala misi perwakilan diplomatik dan para stafnya diberikan 
kekebalan dan keistimewaan diplomatik dan bahkan diperluas lagi pada 
keluarganya yang tinggal bersama (Pasal 22 s.d. 41), namun Konvensi Wina 1961 
juga memberikan pembatasan-pembatasan secara hukum sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal-pasal 27, 36, 41 ayat (1) dan 42. Dalam kasus-kasus yang ada selama 
20 tahun ternyata telah terjadi berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota 
staf misi perwakilan diplomatik sehingga mengakibatkan dipulangkannya mereka 
ke negaranya, dinyatakan sebagai persona non grata atau diadili di pengadilan 
negara penerima setelah ada kesediaan dari negara pengirim untuk menanggalkan 
kekebalan dan keistimewaan diplomatik dari staf perwakilan yang melanggar 
tersebut.
105
 Dalam hal-hal tertentu kebijakan me-recall atau pernyataan persona 
non grata oleh negara penerima dianggap tidak memadai lagi. Dapat terjadi 
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permintaan negara penerima untuk mengadili di peradilan nasional diplomat-
diplomat asing yang terlibat dalam kasus-kasus kriminal.
106
 Dari tindakan-
tindakan yang diambil oleh negara penerima dalam menangani pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan tersebut tentunya akan menimbulkan dampak 
terhadap hubungan diplomatik antara negara pengirim dan negara penerima. 
Khusus dalam hal penanggalan kekebalan (immunity waiver), dimana seorang 
diplomat yang merupakan wakil dari negara pengirim yang ditempatkan di 
wilayah negara penerima harus ditanggalkan kekebalan diplomatiknya lalu 
kemudian harus menghadapi proses peradilan di wilayah negara penerima. 
Merujuk pada kasus antara Selandia Baru-Malaysia, penanggalan kekebalan 
kepada diplomat Malaysia Muh.Rizalman atas kasus upaya pemerkosaan yang 
dilakukannya sehingga ia kemudian berhasil diadili di Selandia Baru. Dari awal 
kasus ini bergulir kedua belah pihak telah sama-sama mengklaim bahwa 
penanggalan kekebalan ini dilakukan untuk menjaga hubungan baik diantara 
kedua negara. Meski awalnya kepulangan kembali diplomat tersebut ke Malaysia 
setelah mengklaim kekebalan diplomatik yang dimilikinya sempat menimbulkan 
ketegangan diantara kedua negara, namun kemudian Malaysia akhirnya bersedia 
untuk menanggalkan kekebalan diplomatik diplomat tersebut lalu kemudian 
mengekstradisinya ke Selandia Baru. Menteri Luar Negeri Malaysia juga telah 
menegaskan bahwa pemerintah Malaysia tidak akan memberikan perlindungan 
kepada diplomat tersebut serta Malaysia juga telah berkeyakinan pada sistem 
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hukum dari Selandia Baru dan percaya bahwa diplomatnya tersebut akan 
diberikan perlakuan yang adil dalam menghadapi kasusnya. Melalui Perdana 
Menterinya pihak dari Selandia Baru juga telah memberikan kepastian bahwa 
diplomat tersebut akan mendapatkan proses peradilan yang adil. 
Melihat pada uraian kasus penanggalan kekebalan terhadap diplomat Malaysia 
di Selandia Baru tersebut justru memberikan dampak yang baik terhadap 
hubungan diplomatik kedua negara. Hal ini juga dipertegas melalui pernyataan 
dari perwakilan Kementerian Luar Negeri Malaysia Datuk Hamzah Zainuddin 
bahwa dikembalikannya diplomat tersebut ke Selandia Baru merupakan 
pembuktian dari adanya hubungan diplomatik yang begitu baik diantara kedua 
negara serta meyakini bahwa diplomat tersebut akan mendapatkan perlakuan 
yang adil di Selandia Baru. 
Merujuk pada Pembukaan Konvensi Wina 1961 sendiri, mengatakan bahwa 
tujuan hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan tersebut bukan untuk 
menguntungkan orang perorangan tetapi untuk membantu pelaksanaan yang 
efisien fungsi-fungsi misi diplomatik sebagai wakil dari negara. Dimana 
penyalahgunaan mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik semacam itu 
lebih banyak dilakukan secara pribadi oleh anggota staf tertentu dari suatu misi 
perwakilan diplomatik di negara penerima.
107
 
Jelaslah bahwa walaupun para anggota staf perwakilan asing di suatu negara 
menikmati kekebalan dan keistimewaan yang telah diberikan oleh negara 
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penerima, mereka harus tetap menghormati peraturan perundang-undangan 
negara setempat.
108
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas kemudian dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dalam hal penanggalan kekebalan apabila merujuk pada kasus antara 
Selandia Baru dan Malaysia ada beberapa faktor yang kemudian dapat 
mempengaruhi negara penerima dalam menuntut penanggalan kekebalan 
terhadap diplomat yang melakukan suatu pelanggaran antara lain reaksi 
yang diberikan oleh korban terhadap cara penanganan dari kasus tersebut 
serta adanya berbagai kritikan dan tuntutan dari berbagai pihak kepada 
pemerintah. Hubungan diantara kedua negara dalam berbagai aspek seperti 
hubungan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan pariwisata juga tentu 
saja akan sangat mempengaruhi kedua negara dalam menyelesaikan 
masalah diplomatik yang terjadi. Dan salah satu faktor yang juga sangat 
penting yaitu adanya keinginan yang kuat dari kedua negara untuk tetap 
mempertahankan hubungan baik yang sudah terjalin selama ini. 
2. Implikasi yang ditimbulkan terhadap hubungan diplomatik negara pengirim 
dan negara penerima dalam hal ini Malaysia dan Selandia Baru atas 
tindakan penanggalan kekebalan (immunity waiver) kepada pejabat 
diplomatik Malaysia justru memberikan dampak yang baik. Dimana dari 
pihak Malaysia sendiri menegaskan bahwa penyelesaian kasus ini telah 
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membuktikan adanya hubungan diplomatik yang begitu baik diantara kedua 
negara. Hal ini juga lebih menegaskan tujuan yang sebenarnya dari 
pemberian kekebalan diplomatik kepada para diplomat yang memang hanya 
sesuai dengan Pembukaan Konvensi Wina 1961. 
B. SARAN 
1. Negara penerima harus tegas dalam meminta penanggalan kekebalan apabila 
ada diplomat yang melakukan pelanggaran di wilayahnya. Karena seperti 
yang dikatan Menteri Luar Negeri Malaysia bahwa kekebalan diplomatik 
bukanlah merupakan sebuah lisensi untuk melakukan sebuah kejahatan. Dan 
seorang diplomat juga harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di 
depan hukum di negara dimana ia melakukan pelanggaran. 
2. Harus ada itikad yang baik dari negara pengirim untuk menanggalkan 
kekebalan diplomatik diplomatnya apabila diplomat tersebut melanggar di 
negara penerima agar tujuan yang sebenarnya dari pemberian kekebalan 
diplomatik ini dapat benar-benar terwujud.    
 
 
 
 
 
 
69 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
A. BUKU 
Agusman, Damos Dumoli. 2010. Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori 
dan Praktik Indonesia. PT. Refika Aditama: Bandung. 
A.K, Syahmin. 2008. Hukum Diplomatik dalm Kerangka Studi Analisis. PT. Rja 
Grafindo Persada: Jakarta. 
---------------. 1988. Hukum Diplomatik Suatu Pengantar. CV. Armico: Bandung. 
Kusumaatmadja, Mochtar. 1989. Pengantar Hukum Internasional. Binacipta: . 
--------------------- dan Etty R. Agoes. 2003. Pengantar Hukum Internasional. PT. 
Alumni: Bandung. 
Likadja, Frans E dan Daniel Frans Bessie. 1988. Desain Instruksional Dasar 
Hukum Internasional. Ghalia Indonesia: Jakarta.  
Mauna, Boer. 2011. Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam 
Era Dinamika Global. PT. Alumni: Bandung. 
McClanahan, Grant V. 1989. Diplomatik Immunity. St. Martin’s Press: New York. 
Rudy, T. May. 2009. Hukum Internasional 2. PT. Refika Aditama: Bandung. 
-----------------. 2003. Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-
masalah Global. PT. Refika Aditama: Bandung. 
Starke, J.G. 1992. Pengantar Hukum Internasional 2 edisi kesepuluh. Sinar 
Grafika: Jakarta. 
70 
 
Suryokusumo, Sumaryo. 2013. Hukum Diplomatik dan Konsuler. PT. Tatanusa: 
Jakarta. 
--------------------. 1995. Hukum Diplomatik Teori dan Kasus. Alumni: Bandung. 
--------------------. 1992. Hukum Diplomatik. Program Pasca sarjana Unpad Bidang 
Kajian Utama Hukum Internasional: Bandung. 
Suryono, Edy. 1992. Perkembangan Hukum Diplomatik. Mandar Maju: Bandung. 
Widodo. 2012. Hukum Kekebalan Diplomatik. CV Aswaja Pressindo: Yogyakarta. 
 
Website: 
http://news.detik.com/read/2011/04/26/141723/1625876/1148/bahrain-usir-
pejabat-kedutaan-iran?nd771108bcj yang diakses pada 11 November pukul 19.46 
wita. 
http://www.bbc.com/news/world-asia-29751651 yang diakses pada 20 februari 
2015 pukul 21.55 wita. 
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/10/141025_malaysiadiplomat yang 
diakses pada 8 Februari 2015 pukul 21.39 WITA. 
http://news.detik.com/read/2014/10/24/150502/2729155/934/diplomat-malaysia-
hadapi-kasus-percobaan-pemerkosaan-di-selandia-baru yang diakses pada 22 
Maret 2015 pukul 20.16 WITA. 
http://www.bbc.com/news/world-asia-29751651 yang diakses pada 18 Februari 
2015 pukul 20.50 WITA 
71 
 
http://ns1.kompas.web.id/read/read/2014/07/01/413/1006542/diplomat-lakukan-
perkosaan-selandia-baru-panggil-dubes-malaysia yang diakses pada 22 maret 
2015 pukul 20.15 wita. 
http://www.stuff.co.nz/national/politics/10214284/PM-wants-diplomatic-
immunity-waived yang diakses pada 17 februari 2015 pukul 18.38 wita. 
http://www.bbc.com/news/world-asia-28102772 yang diakses pada 18 februari 
2015 pukul 20.46 wita 
http://www.theguardian.com/world/2014/jul/02/malaysia-diplomat-new-zealand-
rape-charge yang diakses pada 18 februari 2015 pukul 20.55 wita. 
http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/malaysia-asked-to-drop-
sex-assault-charge-against-envoy-nz-documents-show yang diakses pada 17 
februari 2015 pukul 19:01 wita. 
http://www.bbc.com/news/world-asia-28122930 yang diakses pada 18 februari 
2015 pukul 20.47 wita. 
http://news.detik.com/read/2014/10/24/150502/2729155/934/diplomat-malaysia-
hadapi-kasus-percobaan-pemerkosaan-di-selandia-baru yang diakses pada 22 
maret 2015 pukul 20.16 wita. 
http://www.bbc.com/news/world-asia-30140592 yang diakses pada 18 februari 
2015 pukul 20.51 wita 
http://nz.news.yahoo.com/a/-/top-stories/25787824/malaysian-diplomat-report-
finished/ yang diakses pada 8 februari 2015 pukul 21.36 wita. 
72 
 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1881488.stm yang diakses pada 29 Maret 2015 
pukul 0:56 wita. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americans/1143694.stm yang diakses pada 29 Maret 
2015 pukul 0:57 wita. 
http://www.cbc.ca/news/world/former-russian-diplomat-guilty-of-involuntary-
manslaughter-1.313443 yang diakses pada 29 Maret 2015 pukul 1:00 wita. 
http://articles.latimes.com/2001/feb/17/news/mn-26623 yang diakses pada 29 
Maret 2015 pukul 0:58 wita. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1881488.stm yang diakses pada 29 Maret 2015 
pukul 0:56 wita. 
http://www.thestar.com.my/News/Nation/2014/11/03/Rizalman-transfer-
Malaysia-NZ/ yang diakses pada 1 april 2015 pukul 0:58 wita. 
http://www.nzembassy.com/malaysia/relationship-between-new-zealand-and-
malaysia/new-zealand-and-malaysia yang diakses pada 1 april 2015 pukul 0:53 
wita. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia%E2%80%93New_Zealand_relations yang 
diakses pada 1 april 2015 pukul 0:55 wita. 
http://www.kln.gov.my/web/nzl_wellington/history yang diakses pada 1 april 
2015 pukul 0:59 wita. 
 
